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MOTTO 
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ABSTRACT 
This research uses a qualitative descriptive method, by analyzing financial 
statements and SFAS 50, 55, and 60 to learn about the preparation of reserves for 
impairment of financial assets made by the banking sector entities. The purpose of 
this study was to analyze the application of SFAS 50, 55, and 60 regarding 
financial instruments related to the establishment of allowance for impairment 
losses on financial assets made by several BUMN banks based on the standards of 
SFAS 50, 55 and 60 used. 
The population in this research is all financial statements of the banking 
sector that have been listed on the IDX as many as 43. The sampling technique in 
this study used purposive sampling. With certain criteria, the sample obtained in 
this study is only 3 companies. This study uses secondary data, so this study will 
only be sourced from financial reports consisting of 3 BUMN banking sector 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), which are BRI, BNI, 
and Mandiri Bank. 
The results of this study indicate that regarding the way of presentation, 
recognition and measurement and disclosure of the allowance of impairment 
losses on financial assets, both Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara 
Indonesia (BNI), and Bank Mandiri, the three banks has presented, acknowledged 
and measured, and disclosed appropriate information such as stated in SFAS 50, 
55 and 60. 
Keyword : Impairment, Allowance for Impairment Losses, SFAS 50: Financial   
Instruments: Presentation, SFAS 55: Financial Instruments: 
Recognition and Measurement, SFAS 60: Disclosures 
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ABSTRAK 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 
menganalisis laporan keuangan dan PSAK 50, 55, dan 60 untuk mengetahui 
perihal pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang 
dilakukan oleh entitas sektor perbankan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
menganalisis penerapan PSAK 50, 55,dan 60 mengenai instrumen keuangan yang 
berfokus pada pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan 
yang dilakukan oleh beberapa perbankan BUMN berdasarkan standar PSAK 50, 
55 dan 60 yang berlaku. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan sektor 
perbankan yang telah terdaftar dalam BEI yaitu sebanyak 43. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Dengan kriteria tertentu, 
maka diperoleh sampel dalam penelitian ini yaitu hanya 3 perusahaan. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder, maka penelitian ini hanya akan bersumber dari 
laporan keuangan saja yang terdiri dari 3 perusahaan sektor perbankan BUMN 
yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu Bank Rakyat Indonesia 
(BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai cara penyajian, pengakuan 
dan pengukuran serta pengungkapan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai 
atas aset keuangan, baik Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 
(BNI), dan Bank Mandiri, ketiga perbankan tersebut telah mengungkapkan 
informasi yang sesuai seperti yang tertera pada PSAK 50, 55, dan 60. 
Kata Kunci : Penurunan Nilai, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, PSAK 50: 
Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55: Instrumen Keuangan: 
Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60: Pengungkapan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
       Instrumen keuangan merupakan setiap kontrak yang menambah nilai aset 
keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain 
(PSAK 50, revisi 2016). Setiap pengukuran yang berkaitan dengan penentuan 
nilai suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan dicatat dalam dalam laporan 
posisi keuangan. Pengukuran aset keuangan entitas pada dasarnya pada saat 
pengukuran awal dilakukan dengan nilai wajar (fair value) (Hutabarat, 2013).  
Larasati dan Supatmi (2014) mengatakan, dalam melihat nilai wajar setiap 
akhir periode pelaporan dilihat apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami 
penurunan nilai (impairment) suatu kondisi dimana nilai tercatat suatu aset lebih 
tinggi daripada nilai pasarnya. Jika terdapat indikasi penurunan nilai perusahaan 
harus mengukur nilai terpulihkan aset. Jika nilai terpulihkan tersebut lebih rendah 
dari nilai tercatat aset, maka perusahaan harus menyesuaikan nilai aset tersebut 
dan mengakui kerugian penurunan nilai. 
Penurunan nilai dapat terjadi apabila suatu kondisi dimana terdapat bukti 
obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih 
peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang 
merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset 
keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal (PAPI, 
2008: 178). Sedangkan Febriati (2013) mengatakan, penurunan nilai adalah suatu 
kondisi dimana nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. 
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Penurunan nilai disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa. 
Peristiwa-peristiwa tersebut seperti gagal bayar akibat kesulitan keuangan, serta 
bila pihak peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dan jika terdapat bukti 
objektif adanya penurunan nilai, maka entitas harus mengakuinya sebagai 
kerugian penurunan nilai. Hal inilah yang harus diperhatikan dan diperhitungkan 
oleh suatu entitas. Oleh sebab itu, entitas harus membentuk cadangan kerugian 
penurunan nilai agar laporan keuangan memperlihatkan kondisi yang 
sesungguhnya (representative faithfulness) (Widodo, 2013). 
Cadangan kerugian penurunan nilai adalah penyisihan yang dibentuk apabila 
nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Dalam 
menentukan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, bank harus 
memperhatikan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk berdasarkan 
selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang 
yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif (PAPI, 2008). 
Dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, bank mula-mula 
harus mengevaluasi bagaimana penurunan nilai dapat terjadi, baru setelah itu bank 
bisa menentukan teknik evaluasi yang seperti apa yang akan digunakan. Kriteria 
evaluasi penurunan nilai dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif 
(PAPI, 2008). Namun menurut Febriati (2013), perhitungan CKPN dilakukan 
melalui evaluasi individual yakni sebesar selisih antara nilai tercatat aset 
keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto 
menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. 
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Dalam menentukan kapan diharuskannya suatu entitas melakukan evaluasi 
terhadap penurunan nilai maka dibutuhkan adanya periode waktu. Periode 
tersebut dilakukan setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, 
bank wajib mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa kredit atau 
kelompok kredit mengalami penurunan nilai. Sedangkan jika bank melakukan 
evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan 
nilai, maka bank wajib mengestimasi kembali arus kas masa datang dan cadangan 
kerugian penurunan nilai untuk kredit tersebut (PAPI, 2008). 
Terkait dengan hal pembentukan CKPN tersebut, suatu standar akuntansi 
sangatlah diperlukan guna dijadikan pedoman dalam pembentukan cadangan 
kerugian penurunan nilai. Dalam hal ini yang mengalami penurunan nilai 
(impairment) ialah komponen dari instrumen keuangan, baik itu aset keuangan 
maupun liabilitas keuangan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan 
menggunakan PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan, yaitu; PSAK 
50: Instrumen Keuangan: Penyajian , PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan 
dan Pengukuran , dan juga PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. 
PSAK 50 (2014): Instrumen Keuangan: Penyajian merupakan adopsi dari 
IAS 32 Financial Instrument: Presentation per 1 Januari 2014 dan disahkan oleh 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 
tanggal 29 April 2014 dan baru efektif diterapkan per 1 Januari 2016. Dalam 
paragraf 02 dinyatakan “tujuan pernyataan ini adalah menetapkan prinsip 
penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset 
keuangan dan liabilitas keuangan…” 
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PSAK 55 (2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 
merupakan adopsi dari IAS 39 Financial Instrument: Recognition and 
Measurement per 1 Januari 2014 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 29 April 2014 dan 
baru efektif diterapkan per 1 Januari 2016. Dalam paragraf 01 dinyatakan “tujuan 
pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran 
aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item 
nonkeuangan…” 
Sedangkan PSAK 60 (2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan 
merupakan adopsi dari IAS 7 Financial Instrument: Disclosures per 1 Januari 
2013 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 29 April 2014. PSAK 60 (2014) Sempat 
mengalami penyesuaian pada tanggal 27 Agustus 2014 dan pada tanggal 28 
September 2016 dan baru berlaku efektif diterapkan per 1 Januari 2016. Dalam 
paragraf 01 dinyatakan “tujuan PSAK ini adalah mensyaratkan entitas untuk 
menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan…” 
PSAK 60 ini juga menjadi pelengkap dari PSAK 50 dan 55. Seperti yang 
dijelaskan pada paragraf 02 yang menyatakan “prinsip dalam PSAK ini 
melengkapi prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset keuangan dan 
liabiltas keuangan…”. Maka dari itu, dalam penelitian ini diperlukan adanya 
penggunaan PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan, yaitu; PSAK 50: 
Instrumen Keuangan: Penyajian , PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan 
Pengukuran, dan juga PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. 
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Oleh karena itu, pihak entitas diharapkan agar dapat mematuhi adanya aturan 
tersebut agar tidak mengakui aset secara berlebih atau bahkan salah saji. Hal yang 
dapat menyebabkan salah saji tersebut adalah karena nilai cadangan kerugian 
penurunan nilai yang tersaji tidak tepat. Hal ini dapat mempengaruhi pengambilan 
keputusan pembaca laporan keuangan dan mengurangi kredibilitas laporan 
keuangan perusahaan (Junnisa, 2013). 
Penelitian ini akan menggunakan data-data dari laporan keuangan 
konsolidasian perusahaan, dengan cara menganalisis secara mendalam serta 
membandingkan bagaimana mekanisme pembentukkan CKPN berdasarkan 
kebijakan perusahaan masing-masing dengan standar akuntansi yang akan 
digunakan. Data-data tersebut diambil dari annual report dari tiga perusahaan 
yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Ketiga perusahaan tersebut 
merupakan perusahaan milik negara yang beroperasi dibidang perbankan, yaitu 
Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri. 
Dengan digunakannya data sekunder, maka penelitian ini hanya akan 
bersumber dari laporan keuangan saja yang kemungkinan tidak secara mendalam 
bisa mengetahui bagaimana mekanisme dari pembentukkan cadangan kerugian 
penurunan nilai dan juga tidak bisa mengetahui bagaimana mekanisme dalam 
perhitungan pembentukkan cadangan kerugian penurunan nilai tersebut, 
dikarenakan dalam laporan keuangan hanya disajikan data berupa angka-angka 
yang entah dari mana asalnya yang tidak diinformasikan secara jelas bagaimana 
perhitungan pembentukkan cadangan kerugian penurunan nilai tersebut. 
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Penelitian ini menggunakan rujukan utama penelitian Febriati (2013). 
Penelitiannya berjudul Analisis Penelitian PSAK 55 atas Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai. Penelitian ini dilakukan pada PT. BRI (persero) Tbk. cabang  
Manado dan hasilnya mengatakan bila PT. BRI (persero) Tbk. telah menerapkan 
sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011).  Adapun perbedaannya terdapat pada 
PSAK yang digunakan, dimana penelitian tersebut hanya menganalisis penerapan 
PSAK 55 atas cadangan kerugian penurunan nilai. sedangkan dalam penelitian 
yang penulis teliti menggunakan PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hilimi dan Karamoy (2015), hanya 
menganalisis penerapan PSAK No. 55 atas cadangan kerugian penurunan nilai. 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sulut Manado. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) atas Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai oleh PT. Bank Sulut Manado telah sesuai dengan standar yang 
berlaku yaitu PSAK 55 (Revisi 2011).  
Penelitian Pulumbara, Sondakh dan Wangkar (2014) menganalisis penerapan 
PSAK 50: Penyajian dan PSAK 55: Pengakuan dan Pengukuran atas cadangan 
kerugian penurunan nilai. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Central Asia 
Tbk. Kantor Cabang Umum (KCU) Manado. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dalam proses penyajian, pengakuan, pengukuran dan penentuan cadangan 
kerugian penurunan nilai PT. Bank Central Asia Tbk telah mengacu pada PSAK 
50 dan PSAK 55. 
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Penelitian Widodo (2013), menganalisis tentang dampak implementasi PSAK 
50 dan 55 (revisi 2006) atas impairment kredit terhadap industri perbankan.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini 
mengambil sepuluh sampel industri perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-
2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyisihan untuk penurunan nilai 
pinjaman lebih kecil setelah penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006). 
Dampaknya adalah menurunnya biaya operasional dan peningkatan pendapatan di 
industri perbankan. 
Sedangkan dalam penelitian Mandang, Poputra dan Kalalo (2015), 
menganalisis perbandingan penerapan SAK-ETAP dan PSAK 50 dan PSAK 55 
atas penurunan nilai (impairment) piutang. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR 
Millenia Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan 
penurunan nilai piutang sejalan dengan SAK ETAP dan terdapat perbedaan antara 
SAK ETAP dan PSAK 50 dan 55 tentang penurunan nilai piutang. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh mana 
perbankan dalam menerapkan PSAK 50 (revisi 2016), PSAK 55 (revisi 2016), 
dan PSAK 60. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul penelitian adalah “Analisis Penerapan PSAK 50, 55, Dan 60 Atas 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Studi pada 
Perusahaan Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar dalam BEI)” 
 
 
 
 
8 
 
 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang ada 
adalah perbankan belum secara jelas memberikan informasi di dalam laporan 
keuangan bagaimana mekanisme pembentukkan cadangan kerugian penurunan 
nilai pada sebuah perusahaan, dan juga bagaimana perhitungan pembentukkan 
cadangan kerugian penurunan nilai tersebut. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup agar 
permasalahan tidak meluas dan lebih terfokus pada inti permasalahannya saja. 
Maka peneliti menentukan pokok permasalahan penelitian ini dibatasi pada 
penerapan PSAK 50: Penyajian dan PSAK 55: Pengakuan dan Pengukuran serta 
PSAK 60: Pengungkapan.   
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka kita bisa ketahui bersama bahwa seluruh 
perbankan haruslah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai agar 
prosentase kerugian bisa diprediksikan. Penelitian ini mencoba menjawab 
pertanyaan: “Bagaimana Analisis Penerapan PSAK 50, 55, dan 60 atas 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Studi pada 
Perusahaan Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar dalam BEI? ” 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian ini, maka tujuan penelitian 
ini ialah untuk mengetahui analisis penerapan PSAK 50, 55, Dan 60 atas 
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Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Studi pada Perusahaan 
Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar dalam BEI. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi Penulis 
Dengan adanya penelitian ini tentunya menambah ilmu dan wawasan baru 
bagi peneliti mengenai penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60  atas 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Perusahaan Sektor 
Perbankan Milik Negara yang Terdaftar dalam BEI. 
2. Bagi Perusahaan 
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai 
masukan dan saran bagi perusahaan untuk lebih bijak dan cermat dalam 
pengambilan keputusan terutama dalam pembentukan cadangan kerugian 
penurunan nilai atas aset keuangan. 
3. Bagi Peneliti selanjutnya, 
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu 
sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian yang lebih luas 
dan mendalam dikemudian hari. 
 
1.7 Hasil Penelitian yang Relevan 
Pada tabel dibawah ini merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang 
relevan yang digunakan oleh penulis untuk menambahkan referensi dan data-data 
yang diperlukan dalam penelitian.  
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Tabel 1.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
No Peneliti 
Tahun 
penelitian 
Judul Penelitian Hasil penelitian 
1 Febriati 2013 Analisis Penerapan 
PSAK 55 atas 
Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai 
Pengakuan dan 
Pengukuran Cadangan 
Kerugian Penurunan 
Nilai (CKPN) yang 
diterapkan PT. Bank 
Rakyat Indonesia. Tbk 
telah sesuai dengan 
PSAK 55 (revisi 2011). 
2 Pulumbara, 
dkk. 
2014 Analisis Penerapan 
PSAK 50: 
Penyajian dan 
PSAK 55: 
Pengakuan dan 
Pengukuran atas 
Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai 
pada PT. Bank 
Central Asia 
(Persero) Tbk. 
Penerapan PSAK 50 dan 
PSAK 55 atas Cadangan 
Kerugian Penurunan 
Nilai oleh PT. Bank 
Central Asia Tbk telah 
sesuai dengan standar 
yang berlaku. 
3 Hilimi dan 
Karamoy 
2015 Analisis Penerapan 
PSAK No. 55 atas 
Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai 
pada PT. Bank 
Sulut Manado 
Penerapan PSAK 55 
(Revisi 2011) Instrumen 
Keuangan menyangkut 
Pengakuan dan 
Pengukuran atas 
Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai pada 
PT. Bank Sulut Manado 
telah sesuai dengan 
standar PSAK 55 
(Revisi 2011). 
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Lanjutan Tabel 1.1 
No Peneliti 
Tahun 
penelitian 
Judul Penelitian Hasil penelitian 
4 Mandang, 
dkk. 
2015 Perbandingan 
Penerapan SAK-
ETAP dan PSAK 
50 dan 55 atas 
Penurunan Nilai 
(Impairment) 
Piutang pada PT. 
BPR Millenia 
- Pengakuan dan 
Pengukuran penyisihan 
kerugian penurunan 
nilai, telah sesuai 
dengan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 
13/26/PBI/2011 yang 
mengacu pada SAK 
ETAP. 
- Dalam hal 
penyajian dan 
pengakuan telah sesuai. 
Namun dalam hal 
pengukuran penurunan 
atau penyisihan 
kerugian penurunan 
nilai tidak sesuai, karena 
PSAK 55 tidak 
mengizinkan pengakuan 
kerugian penurunan 
nilai melalui 
pembentukan cadangan 
untuk kerugian di masa 
depan pada saat 
pinjaman diberikan. 
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Widodo 2013 Analisis Dampak 
Implementasi 
PSAK 50 dan 55 
(revisi 2006) atas 
Impairment Kredit 
Terhadap Industri 
Perbankan 
1. Penyisihan 
kerugian kredit dihitung 
dengan menggunakan 
tingkat kolektibilitas 
yang telah ditentukan 
oleh BI, sedangkan 
setelah implementasi 
PSAK tersebut dihitung 
berdasarkan bukti 
objektif bahwa terjadi 
penurunan nilai. 
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Lanjutan Tabel 1.1 
No Peneliti 
Tahun 
penelitian 
Judul Penelitian Hasil penelitian 
    2. Dari hasil 
perhitungan PPAP, 
diketahui bahwa CKPN 
yang dibentuk oleh bank 
lebih kecil daripada 
PPAP tersebut. 
3. Implementasi 
PSAK 50 dan 55 
berdampak menurunkan 
beban operasional dan 
selanjutnya 
meningkatkan laba 
industri perbankan 
6 Khotmi 2015 Evaluasi Penerapan 
PSAK atas 
Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai 
(Studi Kasus Pada 
PT. Bank NTB) 
Berdasarkan PSAK 50 
dan PSAK 55 atas 
Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai pada 
PT. Bank NTB telah 
sesuai dengan standar. 
7 Larasati 
dan 
Supatmi 
2014 Pengungkapan 
Informasi Aset 
Keuangan dan 
Impairment-nya di 
Perbankan Menurut 
PSAK 50 dan 60 
1. Aset keuangan 
jenis pinjaman yang 
diberikan dan piutang 
(L&R) merupakan aset 
keuangan terbesar yang 
dimiliki oleh perbankan 
di Indonesia, disusul 
AFS, HTM, dan 
FVTPL. 
2. Penyajian dan 
pengungkapan kebijakan 
instrumen keuangan 
dalam laporan keuangan 
perbankan telah selaras 
dengan PSAK 50 dan 60 
(revisi 2010) dari tahun 
2010-2012. 
13 
 
 
 
Lanjutan Tabel 1.1 
No Peneliti 
Tahun 
penelitian 
Judul Penelitian Hasil penelitian 
    3. Implikasi terapan 
bagi perbankan adalah 
untuk tetap 
meningkatkan penyajian 
dan pengungkapan 
terkait kebijakan 
instrumen keuangan. 
8 Akun. 
Karamoy. 
dan Kalalo 
2017 Analisis Penerapan 
PSAK 50 dan 55 
atas Impairment 
Piutang pada PT. 
Putra Karangetang 
Untuk proses penyajian, 
pengakuan, pengukuran 
telah sesuai dengan 
PSAK 50 & 55 (revisi 
2014). 
9 Wondal, 
dkk. 
2015 Analisis Penerapan 
PSAK 50 dan 55 
atas Penurunan 
Nilai (Impairment) 
Piutang pada Pt. 
Clipan Finance 
Indonesia Tbk. 
Perusahaan telah 
menerapkan PSAK 50 
dan PSAK 55 dalam 
penyajian laporan 
keuangannya. 
10 Hutabarat 2015 Analisis 
Penghitungan 
Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai  
Aset Keuangan, 
sesuai PSAK 
55/IAS 39 dan PBI, 
atas Bank Umum 
yang Terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia, Tahun 
2013 
 
- Kategori, klasifikasi, 
pengakuan dan 
pengukuran dari 
sample bank yang 
diteliti telah sesuai 
dengan ketentuan 
PSAK 55/IAS 39. 
- Klasifikasi Kualitas 
Debitur dan 
Cadangan Penyisihan 
Aset Keuangan telah 
sesuai ketentuan 
sesuai PBI no. 
14/15/PBI/2012 dan 
PBI terkait.  
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1.8 Metode Penelitian 
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif-deskriptif. Dimana dalam suatu penelitian tersebut memberikan 
gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan 
terhadap objek yang diteliti (Khotmi dan Kartini dalam Kountur, 2013). Menurut 
Sugiyono (2013: 14), tujuan metode penelitian kualitatif adalah untuk menemukan 
pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas 
yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. 
 
1.9 Jadwal Penelitian ( Terlampir ) 
 
1.10 Sistematika Penulisan Skripsi 
Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN  
Bab ini menjelaskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian 
ini. Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian 
yang relevan, metode penelitian, jadwal penelitian, dan juga 
sistematika penulisan skripsi.  
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan landasan teori yang akan digunakan dalam 
penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori 
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tentang tema secara umum, dan teori-teori tentang variabel secara 
umum. 
BAB III  :  METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan bagaimana metodologi yang akan digunakan 
dalam penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan 
metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk waktu dan 
wilayah penelitian (kualitatif lapangan), jenis penelitian, 
populasi, sampel, teknik pengambilan sampel (kualitatif 
lapangan), data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta 
tehnik analisis data. 
BAB IV  :  PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan hasil analisis serta pembahasan dari penelitian. 
Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang 
meliputi deskripsi data, analisis data, dan pembahasannya. 
BAB V   :  PENUTUP  
Bab ini berisi kalimat-kalimat penutup berupa kesimpulan dari 
penelitian. Dalam bab ini penulis akan memberikan uraian 
tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran. 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Compliance Of Regulation Theory 
Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-limu sosial khususnya di bidang 
psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses 
sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Saleh, 
2004). Menurut Anggraeni (2011), Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan 
yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk 
menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Sebagai akibatnya 
maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap 
pelaksanaan hukum tersebut. 
Menurut Tyler dalam Saleh (2004), terdapat dua perspektif dasar dalam 
literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental 
dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh 
didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan 
dalam tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. 
Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral 
dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.  
Dalam hal ini, teori kepatuhan berhubungan dengan kepatuhan perusahaan 
dalam menjalankan standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan patuh terhadap 
standar akuntansi yang berlaku karena perusahaan harus mengungkapkan laporan 
keuangan kepada pengguna, baik itu investor atau stakesholder ataupun 
masyarakat luas. Pengungkapan harus dilakukan demi terciptanya laporan 
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keuangan yang berkualitas, karena laporan yang berkualitas harus memenuhi 
berbagai karakteristik seperti, andal, relevan, dapat diperbandingkan, dapat 
dipahami (Secarian, 2012). 
 
2.2 Standar Akuntansi Keuangan 
Dalam menyusun sebuah laporan keuangan haruslah menggunakan suatu 
standar akuntansi yang telah diterapkan dikarenakan kebutuhan pengguna laporan 
keuangan yang berbeda. Standar akuntansi ini berisikan acuan dan pedoman guna 
menyusun sebuah laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan 
antar-entitas menjadi lebih seragam (Martani, dkk. 2016). Standar Akuntansi 
Keuangan ini digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu 
entitas yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal (Pulumbara, 
Sondakh, dan Wangkar, 2014). 
Menurut Secarian (2012), Standar Akuntansi Keuangan merupakan standar 
yang berlaku di Indonesia dan disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
(DSAK). Dewan Standar Akuntansi Keuangan tidak terlepas dari perkembangan 
penyusunan standar akuntansi international yang dilakukan International 
Accounting Standard Board. Perkembangan standar akuntansi internasional 
mempengaruhi DSAK untuk melakukan konvergensi secara penuh terhadap IFRS 
yang diterbitkan oleh IASB agar tercapainya harmonisasi. 
Martani, dkk (2016: 16) mengatakan jika adopsi penuh IFRS bukan berarti 
Indonesia tidak memiliki standar sendiri dan menggunakan secara langsung IFRS. 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tetap melakukan proses 
penerjemahan IFRS ke dalam bahasa Indonesia. Khotmi dan Kartini (2015) 
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menyebutkan bahwa PSAK merupakan standar yang digunakan di Indonesia yang 
menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan. 
Menurut Immanuela (2009), penyusunan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia mengacu pada IFRS yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, 
sedangkan pada format akan berubah tetapi tidak sampai mengubah substansi 
standar akuntansi keuangan. Adanya harmonisasi bahkan konvergensi terhadap 
IFRS diharapkan informasi akuntansi memiliki kualitas utama, yaitu 
komparabilitas (dapat diperbandingkan) dan relevansi. Kualitas tersebut sangat 
diperlukan untuk memudahkan perbandingan laporan keuangan antar negara dan 
untuk pengambilan keputusan. 
 
2.3 Kategori Instrumen Keuangan 
2.3.1 Instrumen Keuangan 
Instrumen keuangan didefinisikan dalam PSAK 55 sebagai setiap kontrak 
yang menambah nilai aset dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas 
lain (Juan dan Wahyuni, 2012). Sedangkan berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011) 
dalam Junissa (2013) adalah sebagai berikut: 
Instrumen Keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai dari aset 
keuangan (financial assets) entitas dan kewajiban keuangan (financial 
liability) atau instrumen ekuitas (equity instrument) di entitas lain (IAI, 2011). 
Sebuah entitas harus mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan di 
dalam statement of financial position saat, dan hanya saat, entitas tersebut 
menjadi bagian dari contractual provision dari instrumen tersebut. 
Dalam PSAK 50 (revisi 2013) instrumen keuangan terdiri atas aset keuangan, 
liabilitas keuangan dan instrumen keuangan. Sedangkan dalam PSAK 55 akan 
menjelaskan secara rinci berdasarkan jenis pengukurannya (Martani, dkk. 2016). 
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Gambar 2.1 
Instrumen Keuangan Berdasarkan Jenis 
 
Sumber: Martani 2016 
2.3.2 Aset Keuangan 
Berikut ini ialah definisi aset keuangan berdasarkan PSAK 50 (revisi 2010) 
dalam Larasati dan Supatmi (2014): 
“Aset keuangan adalah hak kontraktual untuk menerima kas atau instrumen 
keuangan lainnya dari entitas lain; atau untuk bertukar aset keuangan atau 
kewajiban keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi 
memberikan keuntungan pada entitas tersebut termasuk kas, instrumen ekuitas 
yang diterbitkan entitas lain, serta kontrak non-derivatif atau derivatif.” 
Menurut Martani, dkk (2016: 169), aset keuangan terdiri atas: 
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1. Kas, baik dalam bentuk kas di dalam perusahaan dalam bentuk uang tunai 
maupun kas yang disimpan di dalam bank. 
2. Instrumen Ekuitas yang Diterbitkan Entitas Lain. Dalam sebuah entitas, aset 
ini merupakan bentuk investasi dalam saham. Investasi dalam saham yang 
termasuk dalam investasi keuangan adalah investasi yang akan dijual dalam 
jangka waktu dekat dan tidak ditujukan untuk penyertaan saham dalam jangka 
panjang seperti diatur dalam PSAK 15: Investasi Asosiasi atau PSAK 12: 
Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama atau investasi di anak perusahaan 
yang diatur dalam PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan 
Keuangan Tersendiri. 
3. Hak Kontraktual 
a. Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. 
Bentuk hak kontraktual ini dapat berbentuk klaim entitas terhadap 
entitas lain untuk mendapatkan kas atau aset keuangan. Contohnya 
piutang, investasi dalam obligasi, dan perjanjian pemberian pinjaman. 
Kontraktual tersebut dapat berbentuk perjanjian formal seperti 
perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh perbankan dan perjanjian kredit 
pembelian aset tetap. Namun dapat juga tanpa perjanjian formal dan hanya 
didasarkan pada bukti pengiriman barang dan faktur penagihan. 
Contohnya piutang dagang jarang menggunakan bentuk perjanjian formal 
dan hanya didasarkan pada faktur atau bukti pengiriman barang atau 
penyelesaian jasa. 
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b. Untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi 
berpotensi untung. 
Bentuk kontak ini dapat berupa forward future, atau bentuk opsi untuk 
mempertukarkan aset keuangan. Misalnya entitas memiliki kontrak untuk 
menukarkan piutang dalam mata uang USD sebesar USD 100.000 ke 
dalam mata uang Rupiah pada lima bulan yang akan datang dengan kurs 
yang ditetapkan sebesar Rp9.000 untuk tiap USD. 
Jika ternyata dalam perjalanan sebelum tiga bulan tersebut kurs 
berubah menjadi lebih tinggi dari Rp9.000 per USD maka entitas 
berpotensi untung. Misalnya kontrak tersebut dibuat pada 1 Oktober 20X1 
dan jatuh tempo pada 1 Maret 20X2. Jika pada 31 Desember kurs 9.300 
per USD, maka entitas akan mengakui potensi keuntungan sebesar 300 x 
USD 100.000. Potensi untung tersebut akan dicatat sebagai aset keuangan 
dan diakui sebagai keuntungan. 
4. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan 
instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan: 
a. Non-derivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk 
menerima sejumlah yang bervariasi dari instrumen yang diterbitkan 
entitas; atau 
b. Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan 
mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan 
sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Tidak 
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termasuk instrumen keuangan yang mempunyai opsi jual (puttable 
financial instruments). 
Aset keuangan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu aset 
keuangan yang diukur pada ‘nilai wajar melalui laporan laba rugi’ (fair value 
through profit or loss), aset keuangan yang ‘dimiliki hingga jatuh tempo’ (held to 
maturity), pinjaman yang diberikan dan piutang (loan and receivables), serta aset 
keuangan yang ‘tersedia untuk dijual (available for sale) (Widodo, 2013). Akun, 
Karamoy dan Kalalo (2017) menyebutkan jika klasifikasi ini tergantung dari sifat 
dan tujuan perolehan aset keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal 
pengakuan. 
Menurut Larasati dan Supatmi (2014), aset keuangan dibagi dalam 4 kategori 
sesuai dengan persyaratan dan klasifikasi yang diatur pada PSAK 55 (revisi 2011) 
sebagai berikut: 
1. Financial Asset at Fair Value Through Profit and Loss (at FVTPL) 
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset 
keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini: 
a. Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Aset keuangan yang 
diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika: 
1) Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual dalam waktu 
dekat; 
2) Pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen 
keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai 
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pola ambil untung dalam jangka pendek (short term profit taking) yang 
terkini; atau 
3) Merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak 
jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang 
ditetapkan dan efektif). 
b. Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada 
nilai wajar melalui laba rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini 
hanya bila memenuhi paragraph 11, atau ketika melakukannya akan 
menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena: 
1) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan 
ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (kadang diistilahkan 
sebagai accounting mismatch) yang dapat timbul dari pengukuran 
aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena 
penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau 
2) Kelompok aset keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi 
berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau 
strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang 
kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen 
kunci dari entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 
2009): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi), misalnya direksi. 
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2. Held To Maturity (HTM) 
Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan 
nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya 
telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk 
memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali: 
a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan 
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; 
b) Investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk 
dijual; dan 
c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. 
Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi 
dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun 
waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi 
dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak 
signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan 
dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali 
penjualan atau reklasifikasi tersebut: (PSAK 55: paragraf 8) 
1) Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal 
pembelian kembali (contohnya, kurang dari tiga bulan sebelum jatuh 
tempo) dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara 
signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; 
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2) Terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah 
pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah 
memperoleh pelunasan dipercepat; atau 
3) Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak 
berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas. 
3. Loans and Receivables (L&R) 
Menurut Akun, Karamoy dan Kalalo (2017), piutang adalah sebagai suatu 
tuntutan atau tagihan atas sejumlah uang atau atas penerimaan pembayaran yang 
dimiliki oleh seseorang atau badan kepada orang atau badan lain. Lain halnya 
dengan pernyataan Kieso, et al (2008: 346) yang mengatakan bahwa piutang 
(receivables) adalah klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-
pihak lainnya. Piutang selanjutnya diklasifikasikan dalam neraca baik sebagai 
piutang dagang atau piutang nondagang. 
Martani, dkk (2016) menyebutkan bila kategori piutang dipengaruhi jenis 
usaha entitas. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur jenis piutang yang 
muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Entitas menyebutkan piutang 
terkait dengan pendapatan sebagai piutang usaha. Untuk entitas perbankan, 
piutang adalah kredit yang disalurkan kepada pihak lain, dalam laporan posisi 
keuangan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan. 
Kasmir (2004: 101), menyebutkan bahwa kata kredit berasal dari bahasa latin 
credere yang artinya kepercayaan. Sedangkan berdasarkan Pedoman Akuntansi 
Perbankan Indonesia (PAPI, 2012: 117), kredit adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
26 
 
 
 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga. 
Dengan kata lain, pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan 
nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai 
kuotasi di pasar aktif, kecuali: 
a) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas 
untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok 
diperdagangkan, dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat 
pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur 
pada nilai wajar melalui laba rugi; 
b) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal 
ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau 
c) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak 
akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang 
disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, 
dan diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Kepemilikan 
atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau 
piutang (seperti kepemilikan atas reksadana atau yang serupa) tidak dapat 
diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang. (PSAK 55: 
paragraph 8) 
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4. Available For Sale (AFS) 
Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual 
adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk 
dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai: 
a) Pinjaman yang diberikan dan piutang, 
b) Investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh 
tempo, atau 
c) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.  
 
2.4 Konsep Penurunan Nilai 
2.4.1 Definisi Penurunan Nilai 
Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat aset melebihi nilai 
yang dapat diperoleh kembali (Febriati: 2013). Sedangkan menurut Kartikahadi, 
dkk (2012: 248) mengatakan bila penurunan nilai merupakan penurunan 
kemampuan suatu aset dalam menghasilkan manfaat ekonomi dari yang 
diharapkan sebelumnya, sebagaimana telah diperkirakan oleh perusahaan secara 
periodik. 
Mandang, dkk (2015) mengatakan jika penurunan nilai terjadi ketika nilai 
tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali. Entitas harus menilai 
pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa ada aset yang turun 
nilainya. Penurunan nilai pinjaman dan piutang yang diberikan dibentuk sebesar 
estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. 
Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008: 178), 
penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya 
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peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang 
terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan 
tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau 
kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Martani, dkk (2016: 
212) menambahkan, jika terdapat bukti objektif maka akan diakui kerugian 
penurunan nilai. 
Menurut Stice et al (2009), kerugian penurunan nilai adalah selisih antara 
nilai buku dan nilai wajar aset. Nilai wajar dapat diperkirakan dengan 
menggunakan nilai sekarang (present value) dari perkiraan arus kas masa depan 
dari aset tersebut. Suatu kerugian akibat penurunan nilai harus dimasukkan 
sebagai bagian dari laba dari operasi yang berkelanjutan, dan catatan yang 
mengungkapkan jumlah tersebut harus dibuat jika kerugian akibat penurunan nilai 
tidak ditunjukkan sebagai suatu unsur laporan laba rugi yang terpisah. 
Kerugian penurunan nilai terjadi ketika kelompok aset keuangan diturunkan 
nilainya. Apabila adanya bukti objektif penurunan nilai tersebut dikarenakan oleh 
satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal dan peristiwa yang merugikan 
tersebut berdampak pada arus kas masa depan maka perusahaan dapat mengakui 
penurunan nilai pada kelompok aset keuangannya (Widodo, 2013). 
Berikut ini adalah beberapa contoh bukti objektif yang berupa peristiwa yang 
menyebabkan terjadinya penurunan nilai: (Martani, dkk, 2016) 
1. Piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. 
2. Bunga dan pokok tertunggak dalam beberapa kali termin pembayaran 
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3. Pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan 
keuangan yang dialami pihak peminjam. Kelonggaran diberikan dalam 
bentuk perpanjangan jangka waktu pelunasan atau penurunan tingkat suku 
bunga. 
4. Peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan. 
5. Memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemenpuan 
membayar pihak peminjam akan menurun. 
 
2.4.2 Kriteria Evaluasi Penurunan Nilai 
Evaluasi atas apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai harus dilakukan 
oleh setiap entitas pada setiap tanggal pelaporan posisi keuangan. Entitas harus 
membuat estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dan kemudian mengakui 
kerugian penurunan nilai, sebesar nilai yang tercatat dan nilai yang dapat 
diperoleh kembali apabila ditemukan adanya bukti objektif penurunan nilai 
(Pulumbara, dkk, 2014). 
Widodo (2013) mengatakan bahwa nilai kredit yang akan diturunkan nilainya 
dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Penurunan nilai secara 
individual dilakukan terhadap kredit yang secara individual signifikan dan 
terdapat bukti objektf penurunan nilai. Sedangkan penurunan nilai kredit secara 
kolektif dilakukan terhadap kredit yang tidak dievaluasi secara individual serta 
kredit yang signifikan secara individual namun tidak terdapat bukti objektif 
penurunan nilai. 
Menurut Martani, dkk (2016: 213), penilaian secara kolektif didasarkan pada 
kerugian historis piutang dagang. Untuk kebutuhan ini, perusahaan harus 
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mendokumentasikan piutang-piutang yang tidak dapat ditagih untuk keperluan 
perhitungan penurunan nilai secara kolektif. Perusahaan harus menyimpan data 
historis untuk piutang yang tidak dapat ditagih, sehingga dapat menentukan 
probabilitasnya. 
2.4.3 Teknik Evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008: 186), terdapat 
berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik secara individual 
maupun kolektif. Dalam memilih dan menggunakan teknik evaluasi penurunan 
nilai, bank perlu mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat serta ketersediaan 
informasi dan data historis. 
Menurut Widodo (2013), untuk penilaian secara individual, teknik yang dapat 
digunakan adalah; 
1. Discounted Cash Flow, kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat 
berdasarkan jumlah yang didiskonto (discounted value) dan bukan 
berdasarkan nilai buku, karena bank tidak akan dapat memperoleh kembali 
seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang 
didiskonto (discounted value) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa 
datang. 
2. Fair Value of Collaterall, memperhitungkan nilai arus kas atas jaminan atau 
agunan yang akan datang.  
3. Obsevable Market Price, dalam kondisi dimana jumlah dan periode arus kas 
masa datang tidak dapat dipastikan dan kuotasi harga kredit di pasar aktif 
dapat diobservasi melalui informasi dan data pasar, maka harga pasar tersebut 
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dapat digunakan sebagai nilai wajar kredit dengan memperhitungkan 
perkiraan waktu realisasi atau penjualan kredit tersebut. Jika pendekatan ini 
digunakan, bank harus memiliki informasi yang lengkap mengenai jumlah, 
sumber informasi dan tanggal atas harga pasar tersebut. 
Sedangkan untuk penurunan nilai secara kolektif, teknik yang dapat digunakan 
antara lain adalah model statistik analisis dengan; 
1. Metode Roll Rate Analysis, Pendekatan ini dapat dilakukan dengan 
menganalisis tingkat kerugian kredit pada setiap periode tunggakan 
(deliquency stage). 
2. Migration Outstanding Analysis, pendekatan ini dilakukan dengan 
menganalisa tingkat migrasi outstanding kredit dari grade tertinggi ke grade 
terendah. Selanjutnya, tingkat migrasi dihitung berdasarkan persentase nilai 
kredit atau jumlah rekening yang berpindah dari satu periode tunggakan 
terendah ke periode tunggakan dimana kartu kredit dinilai tidak akan tertagih 
(default). Selanjutnya, tingkat migrasi tersebut digunakan untuk menentukan 
tingkat kerugian kelompok kartu kredit berdasarkan setiap periode tunggakan. 
Kedua metode diatas digunakan untuk menghitung probability of default, yaitu 
tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban. 
2.4.4 Periode Evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam mengevaluasi penurunan nilai diperlukan periode waktu tertentu, yaitu 
setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, bank wajib 
mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa kredit atau kelompok kredit 
mengalami penurunan nilai. Ketika bank melakukan evaluasi setiap akhir 
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triwulan, namun terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai sebelum 
tanggal evaluasi berikutnya, maka bank wajib mengestimasi kembali arus kas 
masa datang dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit tersebut (PAPI, 
2008). 
 
2.5 Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) adalah penyisihan yang 
dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah diturunkan nilainya kurang 
dari nilai tercatat awal (PAPI: 2008). Sedangkan menurut Febriati (2013), 
cadangan kerugian penurunan nilai (impairment loss) adalah jumlah yang 
diturunkan dari nilai tercatat hingga menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh 
kembali dari aset. 
Dalam menetapkan jumlah cadangan keugian penurunan nilai yang akan 
dibentuk, bank harus memperhatikan hal-hal berkut: (PAPI, 2008: 199) 
1. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk berdasarkan selisih antara nilai 
tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang 
didiskonto menggunakan suku bunga efektif; 
2. Bank tidak diperbolehkan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai 
melebihi jumlah yang dapat dikaitkan pada kredit individual atau kelompok 
kredit kolektif dan didukung dengan bukti obyektif penurunan nilai; serta 
3. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk sesuai dengan mata uang 
denominasi kredit yang diberikan. 
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2.6 PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian 
Juan dan Wahyuni (2012: 673) menyatakan bahwa di Indonesia, IAS 32 
diterbitkan pertama kali oleh DSAK-IAI sebagai PSAK 50 Instrumen Keuangan: 
Penyajian dan Pengungkapan di tahun 2006 dan berlaku efektif untuk periode 
laporan yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2010. Kemudian pada tahun 
2010, DSAK-IAI merevisi PSAK 50 menjadi Instrumen Keuangan: Penyajian dan 
secara bersamaan menerbitkan PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan 
yang merupakan adopsi dari IFRS 7. 
Dalam PSAK 50 (revisi 2010), terdapat peraturan yang mengatur lima 
masalah penyajian: (Juan dan Wahyuni, 2012) 
1. Substansi Mengungguli Bentuk; 
PSAK 50 mensyaratkan penerbit instrument keuangan untuk 
mengklasifikasikan instrumen tersebut, atau komponen-komponennya, 
sebagai liabilitas, aset, atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian 
kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen 
ekuitas (paragraf 11). PSAK 50 menekankan bahwa substansi instrumen 
keuangan adalah dasar klasifikasi dalam laporan posisi keuangan bukan 
berdasarkan bentuk hukum dari instrumen keuangan tersebut. 
2. Split Accounting Untuk Instrumen Keuangan Majemuk; 
Untuk instrumen keuangan majemuk (misalnya, obligasi niragun yang 
dapat dikonversi atau saham biasa dengan waran), PSAK 50 mensyaratkan 
pengakuan terpisah atas komponen ekuitas dan liabilitas. Biasanya hal ini 
disebut ‘split accounting’. Di Amerika Serikat, split accounting hanya 
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diwajibkan untuk instrumen majemuk yang dapat diperdagangkan secara 
terpisah, misalnya saham biasa dengan waran, tetapi tidak berlaku untuk 
instrumen majemuk yang tidak dapat diperdagangkan secara terpisah, 
misalnya obligasi konversi. 
3. Saling Hapus (Offsetting) Antar-Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan; 
PSAK 50 menetapkan bahwa aset keuangan dan liabilitas keuangan harus 
saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, 
dan hanya jika, entitas (paragraf 45): 
a. Saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling 
hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan 
b. Berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset 
dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. 
Perlu diperhatikan bahwa offsetting tidaklah sama dengan penghentian 
pengakuan. Ketika aset keuangan disalinghapuskan dengan liabilitas 
keuangan, secara esensi kedua akun tersebut masih disimpan dalam 
pembukuan entitas yang bersangkutan, kecuali untuk penyajian laporan posisi 
keuangan, keduanya disalinghapuskan dan disajikan sebagai satu pos. 
4. Pembelian Kembali Saham (Share Buy-Back); dan 
PSAK 50 menetapkan bahwa jika suatu entitas mengakuisisi kembali 
instrumen ekuitasnya, instrumen-instrumen tersebut harus dicatat sebagai 
‘saham yang diperoleh kembali (saham treasuri)’ dan disajikan sebagai 
pengurang ekuitas pemegang saham dalam laporan posisi keuangan (paragraf 
36). PSAK 50 selanjutnya menetapkan bahwa keuntungan atau kerugian yang 
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timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen 
ekuitas sebuah entitas tidak dapat diakui dalam laporan laba rugi 
komprehensif. 
5. Biaya Transaksi Ekuitas. 
PSAK 50 menetapkan bahwa biaya transaksi dari suatu transaksi ekuitas 
harus dicatat sebagai pengurang ekuitas (paragraf 40). Dengan demikian, 
berdasarkan PSAK 50, biaya yang diatribusikan secara langsung dengan 
penerbitan saham (misalnya biaya profesional) tidak bisa diperlakukan sebagai 
beban. Justru, biaya yang diatribusikan secara langsung ini harus dicatat 
sebagai pengurang hasil, dengan mengurangi akun premi saham. 
Dalam penelitian ini, poin yang akan diteliti hanya butir 1. Karena butir 2 sampai 
dengan butir 5 tidak menjelaskan tentang aset keuangan. Untuk aset keuangan 
sendiri, peneliti hanya akan meneliti tentang bagaimana masalah penyajiannya, 
yaitu tentang pengklasifikasian instrumen keuangan. 
 
2.7 PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 
Juan dan Wahyuni (2012: 798) menyatakan bahwa IAS 39 diterbitkan oleh 
DSAK-IAI sebagai PSAK 55 Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran di 
tahun 2006 dan berlaku efektif untuk periode laporan yang dimulai pada atau 
setelah 1 januari 2010. Kemudian pada akhir tahun 2011, DSAK-IAI merevisi 
PSAK 55 dengan mengadopsi IAS 39 versi 1 januari 2009 agar sejalan dengan 
program konvergensi IFRS. PSAK 55 mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan 
dan pengukuran instrumen keuangan dalam laporan keuangan. 
36 
 
 
 
Kartikahadi, dkk (2012: 221) menyatakan bahwa PSAK 55 (revisi 2011) 
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang mengadopsi seluruh 
pengaturan dalam IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement 
(revised 2009), berisikan pernyataan berupa panduan dalam pengaturan hal-hal 
berikut: 
1. Definisi, klasifikasi, dan reklasifikasi aset keuangan dan liabilitas 
keuangan; 
2. Pengakuan dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan; 
3. Pengukuran setelah pengakuan awal; 
4. Akuntansi derivatif untuk tujuan perdagangan dan lindung nilai. 
Dalam penelitian ini, poin yang akan diteliti hanya butir 2 dan 3. Karena untuk 
aset keuangan, peneliti hanya akan meneliti tentang bagaimana pengakuan dan 
penghentian aset keuangan serta bagaimana pengukurannya. 
 
2.8 PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan 
PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, mengadopsi sebagian besar 
peraturan dalam IFRS 7: Financial Instrument: Disclosure yang isinya mencakup 
persyaratan pengungkapan terkait instrumen keuangan (Kartikahadi, dkk, 2012). 
Pernyataan dalam PSAK 60 ini mengatur tentang pengungkapan dalam laporan 
keuangan yang memungkinkan pengguna mengevaluasi signifikansi instrumen 
keuangan keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas serta jenis dan 
besarnya risiko dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut (Martani, dkk, 
2016).  
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Juan dan Wahyuni (2012: 84) menyatakan jika tujuan PSAK 60 adalah 
mengatur entitas untuk memberikan pengungkapan dalam laporan keuangannya 
yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen 
keuangan bagi posisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Disamping sifat dan 
tingkat risiko yang muncul akibat instrumen keuangan tersebut selama periode 
berjalan dan pada tanggal pelaporan serta bagaimana entitas tersebut mengelola 
risiko itu. 
Menurut Martani, dkk (2016: 230), pengungkapan piutang dalam laporan 
keuangan cukup lengkap. Pengungkapan tersebut terbagi dalam tiga bagian, yaitu 
pengungkapan kebijakan akuntansi, pengungkapan rincian piutang yang 
menjelaskan angka dalam laporan keuangan pokok, serta penjelasan lain yang 
material dan signifikan. 
Sedangkan menurut Juan dan Wahyuni (2012: 85), pengungkapan yang diatur 
dalam PSAK 60 dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Pengungkapan Akuntansi 
PSAK 60 mensyaratkan bahwa suatu entitas mengungkapkan informasi 
akuntansi yang memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk 
mengevaluasi signifikansi informasi laporan posisi keuangan dan kinerja 
keuangannya. Informasi akuntansi tersebut harus diungkapkan dalam laporan 
posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi kompehensif, laporan perubahan 
ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan. 
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2. Pengungkapan Risiko 
PSAK 60 mensyaratkan bahwa suatu entitas mengungkapkan informasi yang 
memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi sifat dan 
tingkat risiko yang muncul akibat instrumen keuangan yang dihadapi entitas 
tersebut pada tanggal pelaporan. Risiko itu biasanya meliputi, namun tidak 
terbatas pada, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. 
Dalam penelitian ini, yang akan diteliti ialah kedua poin diatas, yaitu meneliti 
bagaimana pengungkapan secara akuntansi dan pengungkapan risiko yang akan 
timbul. 
Berikut ini ialah tabel yang akan menjelaskan apa saja yang akan dijadikan 
indikator oleh peneliti. 
Tabel 2.1 
Indikator yang akan Digunakan dalam Penelitian 
 
No 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 
BRI BNI Mandiri Kesimpulan 
1. PSAK 50 
- Masalah Penyajian 
 
 
 
 
  
2. PSAK 55 
- Pengakuan 
- Pengukuran 
- Penghentian Pengakuan 
   
 
3. PSAK 60 
- Pengungkapan Akuntansi 
- Pengungkapan Risiko 
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2.9 Kerangka Berpikir 
Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha membahas 
permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan 
dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu 
menjawab masalah penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 
mengenai “Analisis Penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 atas Cadangan 
Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan pada Perusahaan Sektor Perbankan 
Milik Negara yang Terdaftar dalam BEI”. 
Penelitian ini akan meneliti sejauh mana penerapan PSAK 50, 55, dan 60 atas 
cadangan kerugian penurunan nilai terhadap laporan keuangan. Sehingga isi dari 
laporan keuangan tersebut akan dibandingkan apakah telah sesuai dengan standar 
yang ditentukan atau belum sesuai. Data utamanya ialah laporan keuangan 
perusahaan yang kemudian dianalisis lalu kemudian hasilnya dibandingkan 
dengan apa yang tertera pada PSAK. Seperti yang akan dijelaskan pada gambar 
2.2 dibawah ini; 
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Gambar 2.2 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Diolah 2018 
Pembentukan CKPN  
pada Perusahaan 
1. Penyajian 
2. Pengakuan dan 
Pengukuran 
3. Pengungkapan 
Pembentukan CKPN Berdasarkan 
PSAK 
1. Penyajian dalam PSAK 50 
2. Pengakuan dan Pengukuran 
dalam PSAK 55 
3. Pengungkapan dalam 
PSAK 60 
Analisis Penerapan dan Perbandingan 
antara Pembetukkan CKPN  
berdasarkan Kebijakan Perusahaan 
dengan Standar Akuntansi yang 
Digunakan. 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2018 sampai selesai. Dalam 
penelitian ini menggunakan wilayah area yang bersumber dari data sekunder, 
yaitu melalui pengumpulan dokumen yang berupa laporan keuangan beberapa 
entitas sektor perbankan. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap obyek yang alamiah. 
Dimana obyeknya berkembang apa adanya dan tidak adanya manipulasi data oleh 
peneliti sebab instrumen dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri, 
sehingga peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas untuk dapat 
mengalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang akan diteliti menjadi 
lebih jelas dan bermakna (Sugiyono, 2016). 
Ciri lain penelitian kualitatif yaitu para peneliti yang mencari makna, 
pemahaman, pengertian tentang adanya suatu fenomena, kejadian, maupun 
kehidupan orang lain dengan cara terlibat langsung atau tidak langsung dengan 
obyek yang diteliti, atau dengan menggunakan data-data namun akan memerlukan 
proses tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses tersebut bersifat 
naratif (Yusuf, 2014). 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan untuk 
mengetahui perihal pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang 
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yang dilakukan oleh perbankan. Lalu peneliti juga akan membandingkan beberapa 
laporan keuangan apakah telah sesuai dengan PSAK dengan tujuan untuk 
mengetahui sejauh mana penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 dalam 
pengimplementasiannya. 
 
3.3 Data dan Sumber Data 
3.3.1 Data sekunder 
Data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dengan dokumen 
(Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk dapat 
menganalisis suatu laporan keuangan. Data sekunder ini didapatkan dari beberapa 
laporan keuangan yang nantinya akan dianalisis secara mendalam dengan cara 
mendeskripsikannya. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Keberhasilan dalam pengumpulan data ditentukan oleh kemampuan peneliti 
sendiri dalam menghayati sebuah situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. 
Peneliti tidak akan berhenti mengumpulkan data hingga ia yakin dengan data yang 
telah terkumpul dapat menjawab tujuan penelitian tersebut (Yusuf, 2014). 
Sedangkan menurut Sugiyono (2016), teknik pengambilan data merupakan 
langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian 
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti 
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
dokumen, yaitu data-data yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016). Dokumen berisi tentang orang, 
peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus 
penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian 
kualitatif (Yusuf, 2014). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
kumpulan beberapa laporan keuangan seperti; laporan laba/rugi, laporan neraca, 
serta catatan atas laporan keuangan. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016), mengemukakan bahwa 
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terlebih dia 
juga mengklasifikasikan aktivitas dalam menganalisis data tersebut, yaitu reduksi 
data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Seperti yang disajikan 
pada gambar 3.1 dibawah ini; 
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Gambar 3.1 
Komponen dalam Analisis Data Kualitatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Sugiyono 2016 
 
Berikut adalah tahapan analisis dalam penelitian ini : 
1. Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan maka peneliti melakukan 
pengumpulan data dengan cara mengunpulkan data-data dokumen. Data yang 
diperoleh berupa laporan keuangan. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga 
kesimpulan akhir dapat diambil. Menurut Sugiyono (2016) mereduksi data berarti 
merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari 
tema dan polanya. 
Pengumpulan 
Data 
Penyajian data 
Reduksi 
Data 
Penarikan Kesimpulan 
/ Verifikasi 
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Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 
lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Tahap ini peneliti menggolongkan 
dan memfokuskan data yang telah diperoleh dari laporan keuangan untuk 
dianalisis hingga sejauh mana pengimplementasian PSAK 50, 55, dan 60 atas 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan dalam laporan keuangan 
tersebut. 
3. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 
Melalui penyajian data tersebut agar data hasil reduksi dapat terorganisir, tersusun 
dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dan untuk 
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut 
(Sugiyono, 2016). Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan 
sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 
4. Penarikan Kesimpulan 
Berdasarkan temuan yang diperoleh dilapangan dan setelah data tersebut 
dianalisis, maka tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Sugiyono (2016) 
mengatakan, kesimpulan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah 
dirumuskan sejak awal. Kesimpulan yang dibuat dari hasil penelitian ini mengenai 
bagaimana analisis penerapan PSAK 50, 55, dan 60 atas cadangan kerugian 
penurunan nilai aset keuangan. 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas Data 
Sugiyono (2016) mengatakan, uji keabsahan data dalam penelitian sering 
hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajad 
ketepatan antara data dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek 
penelitian. Sedangkan reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan 
stabilitas data atau temuan. Sedangkan menurut Yusuf (2014), uji keabsahan data 
meliputi uji kredibilitas (credibility), transferabilitas (transferability), dan uji 
komformitas (comformity). 
Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dalam menguji keabsahan data. 
Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai 
konteksnya dan budaya sesungguhnya, maka penelitian ini akan melakukan 
triangulasi sesuai aturan, dan maka dari itu uji kredibilitas data akan dilakukan 
menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono (2016) mengatakan, triangulasi data 
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 
waktu. Triangulasi ada tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, 
dan triangulasi waktu. 
Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber dalam menguji 
keabsahan data. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang 
dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. 
Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagai contoh dengan 
membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan dan 
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Triangulasi sumber 
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akan dilakukan selama penelitian, yaitu pada Laporan Keuangan, buku Pedoman 
Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dan PSAK. 
Mekanisme penggunaan trianggulasi data ini ialah dengan cara 
membandingkannya. Data utama diambil dari Laporan Keuangan yang disajikan 
yang kemudian akan diteliti apakah telah sesuai dengan apa yang ada dalam buku 
Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Untuk selanjutnya barulah data utama 
yang telah dibandingkan tadi kembali dicocokkan dengan standar yang telah 
ditentukan dalam PSAK apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku saat ini 
atau belum sesuai. Seperti yang disajikan pada gambar 3.2 dibawah ini; 
Gambar 3.2 
Triangulasi Sumber Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sumber: Data Diolah 2018 
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BAB 4 
PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Penerapan CKPN Aset Keuangan pada Perusahaan 
Dalam menentukan apakah perusahaan tersebut mengalami penurunan nilai 
atas aset keuangannya atau tidak, entitas tersebut haruslah melakukan beberapa 
tahapan atau sebuah mekanisme untuk mengetahui apakah entitas tersebut telah 
mengalami penurunan nilai atau tidak, dimulai dari menentukan apakah adanya 
kejadian atau peristiwa yang merugikan dan berdampak pada arus kas masa 
depan, kemudian menentukan kriteria evaluasi dari penurunan nilai tersebut untuk 
menentukan teknik evaluasi yang akan digunakan, lalu kemudian barulah 
menentukan lamanya periode evaluasi tersebut hingga pada dibentuknya akun 
cadangan kerugian penurunan nilai. 
Mekanisme pembentukkan CKPN ini sudah ditentukan sebagaimana yang 
telah tertulis dalam buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), mulai 
dari definisi penurunan nilai hingga pada pembentukkan akun cadangan kerugian 
penurunan nilai. Sehingga pihak entitas dalam menentukan pembentukkan akun 
penyisihan kerugian akan lebih terarah karena adanya suatu aturan yang harus 
ditaati oleh pihak entitas tersebut, selain tentunya dengan adanya standar yang 
utama yaitu berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang juga harus 
ditaati dan diterapkan. 
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Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme pembentukkan CKPN 
pada 3 perusahaan sektor perbankan BUMN, yang selanjutnya 3 perusahaan 
tersebut akan dibandingkan apakah telah sesuai dengan mekanisme pembentukkan 
CKPN  berdasarkan buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). 
4.1.1 Penerapan CKPN Aset Keuangan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
1. Asumsi Penurunan Nilai 
Bank Rakyat Indonesia menyebutkan bahwa aset keuangan mengalami 
penurunan nilai apabila terdapat bukti obyektif yang menunjukkan bahwa 
peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa 
tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan. 
BRI menyebutkan beberapa peristiwa yang dapat menjadi bukti obyektif dari 
adanya penurunan nilai antara lain: 
a. terjadinya kesulitan keuangan yang dialami oleh pihak peminjam 
b. adanya pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi 
c. pihak pemberi pinjaman memberikan keringanan (konsesi) pada pihak 
peminjam yang sedang mengalami kesulitan keuangan 
d. terdapat kemungkinan jika pihak peminjam akan dinyatakan pailit 
(bangkrut) 
e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan karena kesulitan keuangan; atau 
f. adanya data yang dapat diobservasi mengindikasikan akan terjadinya 
penurunan nilai di masa mendatang sejak pengakuan awal aset tersebut. 
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2. Kriteria Evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam menentukan kriteria evaluasi penurunan nilai, BRI pertama kali 
menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas 
aset keuangan yang signifikan secara individual atau yang dinilai secara kolektif 
untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Apabila BRI tidak 
menemukan adanya bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan 
yang dinilai secara individual tersebut, maka BRI memasukkan aset tersebut ke 
dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang 
serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. 
3. Teknik evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam menentukan teknik apakah yang akan digunakan untuk mengevaluasi 
penurunan nilai, BRI terlebih dahulu melihat apakah penurunan nilai tersebut 
termasuk kriteria secara individual ataukah secara kolektif. Untuk perhitungan 
secara individu, BRI menggunakan teknik fair value of collateral sebagai arus kas 
masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut: 
a. Kredit bersifat collateral dependent, yaitu jika pelunasan kredit hanya 
bersumber dari agunan; 
b. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan 
perjanjian legal atas pengikatan agunan. 
Sementara itu jika menilai secara kolektif, BRI menggunakan metode 
migration analysis yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai 
cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. BRI 
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menggunakan rata-rata bergerak (moving average) data historis 3 (tiga) tahun 
dalam menghitung probability of default (PD) dan loss of given default (LGD). 
4. Periode Evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam menentukan waktu periode evaluasi penurunan nilai, BRI menentukan 
waktu periode evaluasinya yaitu pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, 
kemudian pihak bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset 
keuangan telah mengalami penurunan nilai. Estimasi periode antara terjadinya 
peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap 
portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 
(tiga) dan 12 (dua belas) bulan. 
5. Perlakuan CKPN berdasar PSAK 50, 55, dan 60 
a. Penyajian 
Dalam mengklasifikasikan komponen instrumen keuangannya, BRI 
mengklasifikasi aset keuangan ke dalam beberapa kategori pada saat 
pengakuan awal, yaitu sebagai berikut: 
1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; 
2) Kredit yang diberikan dan Piutang; 
3) Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo; 
4) Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual. 
Sedangkan untuk masalah penyajian Cadangan Kerugian Penurunan 
Nilai (CKPN), BRI menyajikan akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 
pada laporan posisi keuangan, tepatnya disajikan setelah pos-pos akun aset 
keuangan (Efek-efek, Kredit yang diberikan, Piutang dan Pembiayaan 
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Syariah, dan Piutang Sewa Pembiayaan)  dan bersifat mengurangi dari pos 
akun aset keuangan tersebut. 
b. Pengakuan dan Pengukuran 
1) Pengakuan 
Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas diwajibkan untuk 
mengevaluasi apakah terdapat adanya bukti objektif yang dapat 
menyebabkan terjadinya penurunan nilai. Jika ditemukan adanya bukti 
objektif, maka entitas menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai 
tersebut. 
Dalam hal ini BRI telah mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif 
bahwa aset keuangan telah mengalami penurunan nilai pada setiap 
tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian kerugian penurunan nilai 
tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai 
sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya 
perolehan diamortisasi. 
2) Pengukuran 
Dengan munculnya kerugian akibat adanya penurunan nilai, maka 
BRI dapat menentukan jumlah kerugian penurunan nilainya. Untuk 
perhitungan kerugian secara individual, kerugian penurunan nilai atas 
aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur 
sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari 
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estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku 
bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. 
Sedangkan untuk tujuan evaluasi penurunan nilai yang dinilai secara 
kolektif, kerugian penurunan nilai tersebut dikelompokkan berdasarkan 
kesamaan karakteristik risiko kredit yang sama dengan 
mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian 
masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (probability of 
default). 
3) Penghentian Pengakuan 
Penghentian pengakuan dapat dikatakan pada saat kontrak telah 
berakhir, aset keuangan tidak lagi diakui dalam laporan posisi keungan 
tersebut. Namun entitas dapat mentransfer aset keungan pada pihak lain 
sebelum kontrak berakhir. Dalam hal ini, BRI melakukan 
penghapusbukuan kredit yang diberikan ketika sudah tidak adanya 
prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman sehingga dapat 
dikatakan hubungan normal antara pihak BRI dan debitur telah berakhir. 
c. Pengungkapan 
1) Pengungkapan Akuntansi 
Setiap entitas perbankan diharuskan mengungkapkan informasi 
khususnya apabila ditemukannya terdapat aset keuangan yang 
mengalami penurunan nilai akibat kerugian kredit sehingga entitas 
diharuskan mencatat kerugian penurunan nilai dalam akun terpisah 
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(akun penyisihan kerugian penurunan nilai) daripada langsung 
mengurangi jumlah tercatat aset keuangan (PSAK 55: paragraf 16). 
Dalam hal ini, BRI mengungkapkan adanya kerugian yang terjadi 
akibat penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain konsolidasian dan membentuk akun cadangan 
kerugian penurunan nilai yang dicatat dalam laporan posisi keuangan 
sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya 
perolehan diamortisasi. 
2) Pengungkapan Risiko 
Setiap entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para 
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi adanya cakupan risiko 
yang akan timbul terutama jika adanya risiko kredit, sehingga pihak 
entitas pun diharuskan mengungkapkan eksposur terhadap risiko kredit 
tersebut (PSAK 60: paragraf 36).  
Untuk menimalkan adanya kerugian akibat risiko kredit, maka 
masing-masing entitas diharuskan dapat mengelola risiko kredit tersebut. 
Pihak BRI melakukan pengelolaan risiko kredit melalui kebijakan 
pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi, yaitu dengan 
cara menyusun kebijakan pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko 
yang dapat diterima. Dalam kebijakan tersebut, BRI menyebut eksposur 
maksimum atas risiko kredit dapat dianalisa dengan memperhitungkan 
adanya dampak agunan dan dengan cara analisa konsentrasi risiko. 
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Eksposur maksimum atas risiko kredit yang dianalisa setelah 
memperhitungkan adanya dampak agunan, yaitu nilai tercatat aset 
keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli 
dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas 
risiko kredit, karena kedua akun aset keuangan tersebut memiliki nilai 
agunannya masing-masing yang dapat dihitung nilai net eksposurnya. 
Sedangkan eksposur maksimum yang dianalisa berdasarkan konsentrasi 
risiko yaitu nilai tercatat aset keuangan seperti pada laporan keuangan 
konsolidasian. 
4.1.2 Penerapan CKPN Aset Keuangan pada Bank Negara Indonesia (BNI) 
1. Asumsi Penurunan Nilai 
Bank Negara Indonesia menyebutkan bahwa penurunan nilai terjadi jika 
adanya bukti obyektif yang menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah 
terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak 
pada arus kas masa datang atas aset keuangan. 
Adapun kriteria peristiwa yang merugikan pihak BNI untuk menentukan 
bukti obyektif dari penurunan nilai sebagai berikut: 
a. apabila adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pihak peminjam 
b. apabila adanya pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi 
c. apabila pihak pemberi pinjaman memberikan keringanan pada pihak 
peminjam karena kesulitan keuangan 
d. apabila adanya kemungkinan pihak peminjam dinyatakan pailit 
e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan karena kesulitan keuangan; atau 
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f. adanya data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan 
nilai di masa datang sejak pengakuan awal aset tersebut. 
2. Kriteria Evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam menentukan kriteria evaluasi penurunan nilai, BNI pertama kali 
menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas 
aset keuangan. Jika tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas 
aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut 
signifikan atau tidak, maka pihak Bank memasukkan aset tersebut ke dalam 
kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan 
menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. 
3. Teknik evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara individual, Bank Negara 
Indonesia (BNI) menggunakan metode nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas 
masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: 
a. Kredit bersifat collateral dependent, yaitu jika pelunasan kredit hanya 
bersumber dari agunan; atau 
b. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan 
perjanjian legal pengikatan agunan 
Sedangkan untuk menilai kerugian penurunan nilai secara kolektif, BNI 
menggunakan teknik evaluasi yang berupa metode analisis model statistik seperti, 
migration analysis method dan roll rates analysis method. BNI menerapkan roll 
rates method untuk pinjaman kartu kredit dengan menggunakan data historis 
selama 3 tahun dalam menghitung probability of default (PD) dan loss given 
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default (LGD). BNI juga menerapkan migration analysis method untuk pinjaman 
selain kartu kredit, dengan menggunakan data historis selama 5 tahun dalam 
menghitung PD dan LGD. 
4. Periode Evaluasi Penurunan Nilai 
BNI menetapkan jika pada setiap tanggal laporan posisi keuangan 
konsolidasian, pihak bank diharuskan mengevaluasi apakah terdapat bukti 
obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan 
laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Estimasi periode antara terjadinya 
peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap 
portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 
sampai 12 bulan. 
5. Perlakuan CKPN berdasar PSAK 50, 55, dan 60 
a. Penyajian 
Dalam mengklasifikasikan komponen instrumen keuangannya, BNI 
mengklasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan ke dalam beberapa 
kategori pada saat pengakuan awal, yaitu sebagai berikut: 
1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; 
2) Pinjaman yang diberikan dan Piutang; 
3) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo; 
4) Aset keuangan tersedia untuk dijual. 
Sedangkan untuk masalah penyajian Cadangan Kerugian Penurunan 
Nilai (CKPN), BNI menyajikan akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 
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pada laporan posisi keuangan, tepatnya disajikan setelah pos-pos akun aset 
keuangan dan bersifat mengurangi dari pos akun aset keuangan tersebut. 
b. Pengakuan dan Pengukuran 
1) Pengakuan 
Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas diwajibkan untuk 
mengevaluasi apakah terdapat adanya bukti objektif yang dapat 
menyebabkan terjadinya penurunan nilai. Jika ditemukan adanya bukti 
objektif, maka entitas menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai 
tersebut (PSAK 55: paragraf 58). 
Dalam hal ini BNI telah mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif 
bahwa aset keuangan telah mengalami penurunan nilai pada setiap 
tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kemudian nilai kerugian 
penurunan nilai tersebut dicatat melalui akun cadangan kerugian 
penurunan nilai dan beban kerugian tersebut diakui pada laporan laba 
rugi. 
2) Pengukuran 
Dengan munculnya kerugian akibat adanya penurunan nilai, maka 
BNI dapat menentukan jumlah kerugian penurunan nilainya. 
Perhitungan kerugian penurunan nilai yang terjadi secara individual 
diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan 
nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan 
menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. 
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Sedangkan untuk tujuan evaluasi penurunan nilai yang dihitung 
secara kolektif, pinjaman yang diberikan dikelompokkan berdasarkan 
kesamaan karakteristik risiko kredit yang serupa antara lain dengan 
mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan debitur. 
Kemudian cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang 
diberikan tersebut dihitung dengan cara mengestimasi berdasarkan 
pengalaman kerugian historis yang pernah dialami oleh BNI. 
3) Penghentian Pengakuan 
Penghentian pengakuan dapat dikatakan pada saat kontrak telah 
berakhir, aset keuangan tidak lagi diakui dalam laporan posisi keungan 
tersebut. Namun entitas dapat mentransfer aset keungan pada pihak lain 
sebelum kontrak berakhir. Dalam hal ini, BNI melakukan 
penghapusbukuan pinjaman yang diberikan ketika sudah tidak terdapat 
prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau dengan 
kata lain hubungan normal antara pihak BNI dan debitur telah berakhir. 
c. Pengungkapan 
1) Pengungkapan Akuntansi 
Setiap entitas perbankan diharuskan mengungkapkan informasi 
khususnya apabila ditemukannya terdapat aset keuangan yang 
mengalami penurunan nilai akibat kerugian kredit sehingga entitas 
diharuskan mencatat kerugian penurunan nilai dalam akun terpisah 
(akun penyisihan kerugian penurunan nilai) daripada langsung 
mengurangi jumlah tercatat aset keuangan (PSAK 55: paragraf 16). 
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Dalam hal ini, BNI mengungkapkan adanya kerugian yang terjadi 
akibat penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan membentuk 
akun cadangan kerugian penurunan nilai yang dicatat dalam laporan 
posisi keuangan sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat 
pada biaya perolehan diamortisasi. 
2) Pengungkapan Risiko 
Setiap entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para 
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi adanya cakupan risiko 
yang akan timbul terutama jika adanya risiko kredit, sehingga pihak 
entitas pun diharuskan mengungkapkan eksposur terhadap risiko kredit 
tersebut (PSAK 60: paragraf 36).  
Untuk menimalkan adanya kerugian akibat risiko kredit, maka 
masing-masing entitas diharuskan dapat mengelola risiko kredit tersebut. 
Pengelolaan kredit BNI diarahkan untuk mengelola kualitas setiap kredit 
sejak saat diberikan kepada debitur sampai dengan tanggal pelunasan 
guna mencegah kredit tersebut menjadi kredit bermasalah. BNI juga 
mengelola kredit dengan cara menganalisa nilai eksposur maksimum 
atas risiko kredit, yaitu dapat dianalisa dengan cara tanpa 
memperhitungkan agunan maupun dengan cara analisa setelah 
memperhitungkan adanya dampak agunan. 
Eksposur maksimum atas risiko kredit yang dianalisa tanpa 
memperhitungkan agunan menilai eksposur ditentukan berdasarkan nilai 
tercatat neto seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan 
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konsolidasian. Sedangkan eksposur maksimum yang dianalisa setelah 
memperhitungkan adanya dampak agunan yaitu nilai tercatat aset 
keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli 
dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas 
risiko kredit. 
4.1.3 Penerapan CKPN Aset Keuangan pada Bank Mandiri 
1. Asumsi Penurunan Nilai 
Bank Mandiri menyebutkan jika aset keuangan yang diturunkan nilainya dan 
menyebabkan timbulnya kerugian penurunan nilai, apabila terdapat bukti yang 
obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih 
peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang 
merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus 
kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan. 
Bank Mandiri menentukan kriteria peristiwa yang menjadi bukti obyektif 
yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai antara lain: 
a. apabila pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan 
b. apabila terdapat pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi 
c. apabila pihak pemberi pinjaman memberikan keringanan pada pihak 
peminjam akibat kesulitan keuangan 
d. apabila terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan 
pailit 
e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau 
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f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan nilai yang 
dapat diukur atas estimasi kas masa datang. 
2. Kriteria Evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam menentukan kriteria evaluasi penurunan nilai, Bank Mandiri pertama 
kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset 
keuangan. Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang dinilai 
secara individual mengalami penurunan nilai yang signifikan. Kredit yang bernilai 
signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif, dan kredit yang bernilai tidak 
signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset 
keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian 
secara kolektif. 
3. Teknik evaluasi Penurunan Nilai 
Untuk perhitungan penurunan nilai secara individu, Bank Mandiri 
menggunakan metode fair value of collateral sebagai arus kas masa datang 
apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: 
a. kredit bersifat collateral dependent, yaitu jika pelunasan kredit hanya 
bersumber dari agunan; atau 
b. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan 
aspek legal pengikatan agunan. 
Sedangkan untuk perhitungan penurunan nilai secara kolektif, Bank Mandiri 
menggunakan statistical model analysis method, yaitu roll rates analysis method 
dan migration analysis method untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan 
secara kolektif dengan menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun.  
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4. Periode Evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam menentukan waktu periode evaluasi penurunan nilai yang tepat, Bank 
Mandiri menentukan periode evaluasinya yaitu pada setiap tanggal laporan posisi 
keuangan konsolidasian, kemudian pihak Bank Mandiri mengevaluasi apakah 
terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan 
telah mengalami penurunan nilai. 
5. Perlakuan CKPN berdasar PSAK 50, 55, dan 60 
a. Penyajian 
Dalam mengklasifikasikan komponen instrumen keuangannya, Bank 
Mandiri mengklasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan ke dalam 
beberapa kategori pada saat pengakuan awal, yaitu sebagai berikut: 
1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; 
2) Pinjaman yang diberikan dan Piutang; 
3) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo; 
4) Aset keuangan tersedia untuk dijual. 
Sedangkan untuk masalah penyajian Cadangan Kerugian Penurunan 
Nilai (CKPN), Bank Mandiri menyajikan akun Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai pada laporan posisi keuangan, tepatnya disajikan setelah 
pos-pos akun aset keuangan dan bersifat mengurangi dari pos akun aset 
keuangan tersebut. 
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b. Pengakuan dan Pengukuran 
1) Pengakuan 
 Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas diwajibkan untuk 
mengevaluasi apakah terdapat adanya bukti objektif yang dapat 
menyebabkan terjadinya penurunan nilai. Jika ditemukan adanya bukti 
objektif, maka entitas menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai 
tersebut (PSAK 55: paragraf 58). 
 Dalam hal ini Bank Mandiri telah mengevaluasi apakah terdapat 
bukti objektif bahwa aset keuangan telah mengalami penurunan nilai 
pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kemudian 
nilai kerugian penurunan nilai tercatat aset tersebut dicatat melalui akun 
cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian tersebut diakui 
pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. 
2) Pengukuran 
Dengan munculnya kerugian akibat adanya penurunan nilai, maka 
Bank Mandiri dapat menentukan jumlah kerugian penurunan nilainya. 
Kerugian penurunan nilai yang terjadi secara individual diukur 
berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini 
dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan adanya 
kerugian dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan 
menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. 
Sedangkan untuk tujuan evaluasi penurunan nilai yang dihitung 
secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan adanya 
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kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan 
segmentasi kredit dan status tunggakan kredit. Kemudian arus kas masa 
depan dari kelompok aset keuangan tersebut diukur dengan 
mengestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami oleh 
Bank Mandiri.  
3) Penghentian Pengakuan 
Penghentian pengakuan dapat dikatakan pada saat kontrak telah 
berakhir, aset keuangan tidak lagi diakui dalam laporan posisi keungan 
tersebut. Namun entitas dapat mentransfer aset keungan pada pihak lain 
sebelum kontrak berakhir. Dalam hal ini, pihak Bank Mandiri 
menyebutkan bahwa aset keuangan dapat dihapusbukukan apabila 
cadangan kerugian penurunan nilai telah dibentuk 100% yang 
menandakan jika sudah benar-benar mengakui adanya kerugian 
penurunan nilai. 
c. Pengungkapan 
1) Pengungkapan Akuntansi 
Setiap entitas perbankan diharuskan mengungkapkan informasi 
khususnya apabila ditemukannya terdapat aset keuangan yang 
mengalami penurunan nilai akibat kerugian kredit sehingga entitas 
diharuskan mencatat kerugian penurunan nilai dalam akun terpisah 
(akun penyisihan kerugian penurunan nilai) daripada langsung 
mengurangi jumlah tercatat aset keuangan (PSAK 55: paragraf 16). 
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Dalam hal ini, Bank Mandiri mengungkapkan adanya kerugian yang 
terjadi akibat penurunan nilai ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, 
maka jumlah kerugian telah bisa ditentukan. Beban kerugian penurunan 
nilai tersebut diklasifikasikan ke dalam akun pembentukkan cadangan 
kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain konsolidasian dan membentuk akun cadangan 
kerugian penurunan nilai yang dicatat dalam laporan posisi keuangan. 
2) Pengungkapan Risiko 
Setiap entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para 
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi adanya cakupan risiko 
yang akan timbul terutama jika adanya risiko kredit, sehingga pihak 
entitas pun diharuskan mengungkapkan eksposur terhadap risiko kredit 
tersebut (PSAK 60: paragraf 36).  
Pengelolaan kredit Bank Mandiri diarahkan untuk meningkatkan 
ekspansi kredit yang sehat agar terhindar dari penurunan kualitas kredit 
atau menjadi kredit bermasalah. Bank Mandiri juga mengelola kredit 
dengan cara menganalisa nilai eksposur maksimum atas risiko kredit, 
yaitu dapat dianalisa dengan cara tanpa memperhitungkan agunan 
maupun dengan cara analisa konsentrasi risiko, yaitu nilai eksposur yang 
ditentukan berdasarkan nilai tercatat neto seperti yang diungkapkan pada 
laporan posisi keuangan konsolidasian. 
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4.2 Analisis perlakuan CKPN Aset Keuangan berdasarkan buku Pedoman 
Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 
1. Penurunan Nilai 
Dari ketiga asumsi mengenai penurunan nilai dari 3 perbankan di atas, yaitu 
BRI, BNI, dan Bank Mandiri, keseluruhannya menerjemahkan definisi penurunan 
nilai yaitu ketika aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila terdapat bukti 
obyektif yang menunjukkan adanya peristiwa yang merugikan yang akan 
berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan. 
Asumsi ini telah sesuai dengan buku Pedoman Akuntansi Perbankan 
Indonesia (PAPI, 2008: 178), yang menyebutkan bahwa penurunan nilai adalah 
suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan 
sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal 
kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi 
arus kas masa datang atas aset keuangan. Dalam hal menetapkan kriteria peristiwa 
yang dapat menyebabkan penurunan nilai, ketiga perusahaan tersebut juga sudah 
sesuai seperti yang telah tertera dalam buku pedoman ini, sebagai berikut: (PAPI, 
2008: 179) 
a. apabila pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan; 
b. apabila adanya pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau tunggakan 
pembayaran pokok atau bunga; 
c. apabila pihak pemberi pinjaman, memberikan keringanan (konsesi) pada 
pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak 
mengalami kesulitan tersebut; 
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d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit; 
e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau 
f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang 
dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset 
keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut. 
2. Kriteria Evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008: 180) 
disebutkan, entitas pertama kali menentukan bahwa apakah terdapat bukti 
obyektif mengenai penurunan nilai akan dinilai secara individual atau dinilai 
secara kolektif. Baik BRI, BNI maupun Bank Mandiri, ketiga perusahaan tersebut 
telah melakukan hal yang serupa, yaitu pihak bank pertama kali menentukan 
bahwa apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai yang akan dinilai 
secara individual maupun secara kolektif. 
Dalam penentuan awal kriteria, buku pedoman ini mewajibkan pihak bank 
untuk menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dievaluasi secara 
individual yang disertai dengan dokumentasi yang memadai yang harus dikaji 
ulang secara periodik. Jika tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai dari aset 
keuangan yang dievaluasi secara individual, maka aset keuangan tersebut harus 
dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Namun jika terdapat bukti obyektif 
penurunan nilai dari aset keuangan yang dievaluasi secara individual namun tidak 
terdapat kerugian penurunan nilai, maka aset keuangan tersebut tidak akan 
dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. (PAPI, 2008: 183-184) 
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Sedangkan untuk penilaian secara kolektif, pihak Bank diwajibkan 
mengelompokkan kredit yang akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan 
karakteristik risiko kredit yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk 
membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak. 
Pengelompokkan kredit berdasarkan kesamaan karakteristik tersebut harus 
disertai dengan dokumentasi yang memadai yang dikaji ulang secara periodik. 
Kredit yang dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan satu atau lebih 
karakteristik ialah apabila memiliki kesamaan karakter sebagai berikut (PAPI, 
2008: 185) : 
a. estimasi probabilitas terjadinya gagal bayar atau peringkat risiko kredit. 
b. lokasi geografis 
c. tipe jaminan 
d. tipe pihak kedua/peminjam (konsumen, bisnis, atau pemerintah) 
e. jatuh tempo 
3. Teknik evaluasi Penurunan Nilai 
Berdasarkan buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008: 
186), terdapat berbagai macam teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik 
secara individual maupun kolektif. Dalam memilih dan menggunakan teknik 
evaluasi penurunan nilai, bank perlu mempertimbangkan analisa biaya dan 
manfaat serta ketersediaan informasi dan data historis. Hal ini telah diterapkan 
pada masing-masing perusahaan yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri, dimana 
ketiga perusahaan tersebut menyebutkan jika dalam menentukan teknik evaluasi 
penurunan nilai dapat dievaluasi secara individual ataupun secara kolektif. 
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Untuk penilaian secara individual, ketiga perusahaan tersebut menggunakan 
metode yang sama yaitu metode fair value of collateral. Sedangkan berdasarkan 
buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008: 187-189), 
menyebutkan ada tiga metode yang dapat digunakan bila mengevaluasi secara 
individual yaitu metode discounted cash flow, fair value of collateral, dan 
observable market price. Itu artinya ketiga perusahaan tersebut sudah memilih 
satu dari tiga metode yang telah tertera pada buku pedoman tersebut. 
Sedangkan untuk penilaian secara kolektif, buku pedoman ini menyebutkan 
bahwa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah model statistik analisis 
dengan metode roll rate analysis, dan metode migration analysis. Kedua metode 
tersebut digunakan untuk menghitung Probability of Default, yaitu tingkat 
kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban (PAPI, 2008: 192). Dalam 
hal penggunaan teknik evaluasi secara kolektif ini, BNI dan Bank Mandiri sama-
sama menggunakan kedua teknik tersebut. Sedangkan BRI dalam menentukan 
teknik evaluasi yang dinilai secara kolektif hanya menggunakan metode migration 
analysis. 
4. Periode Evaluasi Penurunan Nilai 
Dalam menentukan periode evaluasi adanya penurunan nilai, ketiga 
perusahaan tersebut (BRI, BNI, dan Bank Mandiri), secara kompak menyebutkan 
bahwa melakukan evaluasi pada setiap setiap tanggal laporan posisi keuangan 
konsolidasian, untuk mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa 
aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Hal ini sejalan dengan apa yang 
tertera pada buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008: 186) 
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yang mengisyaratkan bahwa setiap setiap akhir triwulan, bank diwajibkan 
mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa kredit atau kelompok kredit 
mengalami penurunan nilai. 
5. Perlakuan CKPN berdasar PSAK 50, 55, dan 60 
a. Penyajian 
Berdasarkan PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, pada paragraf 
ke 15, disebutkan jika para penerbit keuangan diharuskan terlebih dahulu 
dapat mengklasifikasi instrumen keuangan tersebut apakah termasuk sebagai 
aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas telah sesuai dengan 
substansi perjanjian kontraktual dan definisi aset keuangan, liabilitas 
keuangan, dan instrumen ekuitas. 
 Dalam mengklasifikasikan komponen instrumen keuangannya, ketiga 
perbankan (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) mengklasifikasi aset keuangan ke 
dalam beberapa kategori pada saat pengakuan awal. Ketiga perbankan 
tersebut menyajikan komponen; Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi, Pinjaman yang diberikan dan Piutang, Aset keuangan 
dimiliki hingga jatuh tempo; dan Aset keuangan tersedia untuk dijual ke 
dalam kategori aset keuangan. 
Sedangkan untuk masalah penyajian Cadangan Kerugian Penurunan 
Nilai (CKPN), berdasarkan buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 
(PAPI, 2008: 203) disebutkan bahwa akun cadangan kerugian penurunan 
nilai disajikan dalam laporan posisi keuangan pada pos-pos pengurang dari 
pos akun-akun aset keuangan. Dalam hal ini, ketiga perbankan tersebut telah 
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menyajikan akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada laporan posisi 
keuangan, tepatnya disajikan setelah pos akun-akun yang bersifat mengurangi 
dari akun aset keuangan tersebut. 
b. Pengakuan dan Pengukuran 
1) Pengakuan 
Dalam buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008: 
178), pada setiap akhir periode pelaporan, entitas diwajibkan untuk 
mengevaluasi apakah terdapat adanya bukti objektif yang dapat 
menyebabkan terjadinya penurunan nilai. Jika ditemukan adanya bukti 
objektif, maka entitas menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai 
tersebut (PSAK 55: paragraf 58).  
Dalam hal ini ketiga perbankan (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) telah 
mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan telah 
mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan 
konsolidasian. Kemudian nilai kerugian penurunan nilai aset tersebut 
dicatat melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban 
kerugian tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain konsolidasian. 
2) Pengukuran 
Dengan munculnya kerugian akibat adanya penurunan nilai, maka 
setiap entitas dapat menentukan jumlah kerugian penurunan nilainya. 
Dalam buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008: 
180) menyebutkan, jumlah kerugian penurunan nilai tersebut diukur 
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sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari 
estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk memperhitungkan adanya 
kerugian dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan 
menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut 
(PSAK 55:  paragraf 63). 
Sedangkan untuk tujuan evaluasi penurunan nilai yang dihitung 
secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan adanya 
kesamaan karakteristik risiko kredit yang serupa (PAPI, 2008). 
Kemudian arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan tersebut 
diukur dengan mengestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah 
dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang 
serupa dengan karakteristik risiko kredit aset keuangan tersebut (PSAK 
55: paragraf 64). 
Dari hasil analisis ketiga perbankan (BRI, BNI, dan Bank Mandiri), 
seluruhnya sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam PAPI maupun 
PSAK. Jika menghitung kerugian secara individual, diukur selisih antara 
nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang 
yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Sedangkan 
untuk menghitung nilai kerugian secara kolektif, dikelompokkan 
berdasarkan adanya kesamaan karakteristik risiko kredit yang serupa, 
lalu diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami oleh 
Bank tersebut. 
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3) Penghentian Pengakuan 
Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau 
liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi 
keuangan entitas. Dengan kata lain pada saat kontrak telah berakhir, aset 
keuangan tidak lagi diakui dalam laporan posisi keungan tersebut. 
Namun entitas dapat mentransfer aset keungan pada pihak lain sebelum 
kontrak berakhir. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK), menjelaskan bahwa entitas menghentikan pengakuan aset 
keungan, jika dan hanya jika; 
(a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan 
tersebut berakhir; atau 
(b) entitas mengalihkan atau mentransfer aset keuangan yang 
memenuhi kriteria penghentian pengakuan. 
Dalam hal ini, ketiga bank (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) terkait 
penghentian pengakuan telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam 
PSAK 55, yaitu melakukan penghentian pengakuan dengan cara 
penghapusbukuan akun pinjaman yang diberikan jika hubungan normal 
antara pihak Bank dengan debitur telah berakhir. 
Namun ada satu hal yang membedakan, jika BRI dan BNI sudah 
mengakui kontrak berakhir disaat sudah tidak terdapat prospek yang 
realistis mengenai pengembalian pinjaman, sedangkan pihak Bank 
Mandiri baru mengakui kontrak telah berakhir apabila cadangan 
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kerugian penurunan nilai telah dibentuk 100% yang menandakan jika 
sudah benar-benar mengakui adanya kerugian penurunan nilai. 
c. Pengungkapan 
1) Pengungkapan Akuntansi 
Setiap entitas perbankan diharuskan mengungkapkan informasi 
khususnya apabila ditemukannya terdapat aset keuangan yang 
mengalami penurunan nilai akibat kerugian kredit sehingga entitas 
diharuskan mencatat kerugian penurunan nilai dalam akun terpisah 
(akun penyisihan kerugian penurunan nilai) daripada langsung 
mengurangi jumlah tercatat aset keuangan (PSAK 55: paragraf 16). 
Dalam hal ini, ketiga perbankan (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) 
sudah mengungkapkan adanya beban kerugian penurunan nilai dan 
dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai pada laporan laba 
rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan membentuk 
akun cadangan kerugian penurunan nilai yang dicatat dalam laporan 
posisi keuangan sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat 
pada biaya perolehan diamortisasi. 
2) Pengungkapan Risiko 
Setiap entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para 
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan cakupan risiko 
yang timbul terutama jika adanya risiko kredit yang mengharuskan pihak 
entitas untuk mengungkapkan informasi tentang eksposur terhadap risiko 
kredit berdasarkan kelas instrumen keuangan (PSAK 60: paragraf 36). 
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Dalam hal ini, ketiga perbankan (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) 
sudah mengungkapkan adanya eksposur terhadap risiko kredit, yaitu 
dengan cara menilai eksposur maksimum kredit tanpa memperhitungkan 
agunan yang ditentukan berdasarkan nilai tercatat neto seperti yang 
diungkapkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. 
4.3 Analisis Perbandingan Perlakuan CKPN pada Perusahaan dengan 
Standar yang digunakan 
Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan akun penyisihan yang dengan 
sengaja dibentuk oleh setiap perusahaan guna menimalisir adanya kerugian yang 
diakibatkan oleh satu atau lebih peristiwa yang dapat merugikan perusahaan 
karena akan mengakibatkan terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan 
perusahaan tersebut. Mekanisme pembentukkan CKPN pun sudah dijelaskan 
dalam buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan juga sudah 
diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu PSAK 50, 55, 
dan 60 mengenai Instrumen Keuangan. 
Meskipun demikian, penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan 
PSAK 50, 55, dan 60 atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dari 3 
perusahaan sektor perbankan BUMN. Di bagian ini akan dibandingkan perlakuan 
CKPN berdasarkan standar yang digunakan dengan berdasarkan perlakuan 
perusahaan dalam bentuk tabel-tabel, seperti salahsatunya tabel 4.1 yang akan 
membandingkan perlakuan CKPN berdasarkan PSAK 50 dengan perlakuan yang 
ditentukan oleh pihak BRI. 
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4.3.1 Perbandingan perlakuan CKPN pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) dengan standar yang digunakan 
 
Tabel 4.1 
Perbandingan Penyajian CKPN berdasarkan PSAK 50 (revisi 2016) 
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
 
No 
Berdasarkan 
PSAK 50 (revisi 2016) 
Berdasarkan Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Kesimpulan 
 
1. 
- Masalah Penyajian : 
“Penerbit keuangan pada 
saat pengakuan awal 
mengklasifikasikan 
instrumen tersebut atau 
komponennya sebagai 
liabilitas keuangan, aset 
keuangan, atau instrumen 
ekuitas sesuai dengan 
substansi perjanjian 
kontraktual dan definisi 
liabilitas keuangan, aset 
keuangan, dan instrumen 
ekuitas” (paragraf 15). 
 
Bank Rakyat Indonesia 
mengklasifikasikan aset 
keuangan dan liabilitas 
keuangan ke dalam 
beberapa kategori pada 
saat pengakuan awal. 
BRI menyajikan 
komponen kredit yang 
diberikan dan piutang ke 
dalam kategori aset 
keuangan. 
 
Sesuai. Karena baik 
menurut PSAK dan 
perusahaan, sudah 
sama-sama 
mengklasifikasikan 
instrumen keuangan 
tersebut pada saat 
pengakuan awal. 
Sumber: Data Olahan 2018 
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Tabel 4.2 
Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran CKPN berdasarkan 
PSAK 55 (revisi 2016) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
 
No 
Berdasarkan 
PSAK 55 (revisi 2016) 
Berdasarkan Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Kesimpulan 
 
1. 
- Pengakuan : 
Pada setiap akhir periode 
pelaporan, entitas 
mengevaluasi apakah 
terdapat bukti objektif 
bahwa aset keuangan atau 
kelompok aset keuangan 
mengalami penurunan 
nilai. Jika terdapat bukti 
tersebut, maka entitas 
menentukan jumlah 
kerugian dari penurunan 
nilai tersebut. (paragraf 58) 
 
 
Pada setiap tanggal 
laporan posisi keuangan, 
BRI mengevaluasi 
apakah terdapat bukti 
obyektif bahwa aset 
keuangan yang tidak 
dicatat pada nilai wajar 
melalui laba rugi telah 
mengalami penurunan 
nilai. 
 
Sesuai. Karena BRI 
telah mengevaluasi 
apakah terdapat 
bukti objektif 
bahwa aset 
keuangan telah 
mengalami 
penurunan nilai 
pada setiap tanggal 
pelaporannya. 
 
2. 
- Pengukuran : 
1. Secara Individu 
Penurunan nilai aset 
keuangan yang dicatat 
pada biaya perolehan 
diamortisasi diukur 
menggunakan suku 
bunga efektif awal 
instrumen tersebut 
karena pendiskontoan 
menggunakan suku 
bunga pasar yang 
berlaku akan berdampak 
seakan aset keuangan 
tersebut diukur 
berdasarkan nilai wajar 
dan bukan berdasarkan 
biaya perolehan 
diamortisasi. (par 63: 
PP84) 
 
Kerugian penurunan nilai 
atas aset keuangan yang 
dicatat pada biaya 
perolehan diamortisasi 
diukur sebesar selisih 
antara nilai tercatat aset 
keuangan dengan nilai 
kini estimasi arus kas 
masa datang yang 
didiskonto menggunakan 
suku bunga efektif awal 
dari aset keuangan 
tersebut. 
 
Sesuai. Karena baik 
menurut PSAK dan 
Perusahaan, 
penurunan nilai 
harus diakui pada 
biaya perolehan 
diamortisasi dengan 
menggunakan suku 
bunga efektif. 
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Lanjutan Tabel 4.2 
No 
Berdasarkan 
PSAK 55 (revisi 2016) 
Berdasarkan Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Kesimpulan 
 2. Secara Kolektif 
Arus kas masa depan dari 
kelompok aset keuangan 
yang penurunan nilainya 
dievaluasi secara kolektif, 
diestimasi berdasarkan 
kerugian historis yang 
pernah dialami atas aset-
aset yang memiliki 
karakteristik risiko kredit 
yang serupa dengan 
karakteristik risiko kredit 
kelompok tersebut. 
(paragraf 64: PP89) 
 
 
Perhitungan cadangan 
kerugian penurunan nilai 
atas aset keuangan yang 
dinilai secara kolektif 
dikelompokkan 
berdasarkan karakteristik 
risiko kredit yang sama 
dengan 
mempertimbangkan 
segmentasi kredit 
berdasarkan pengalaman 
kerugian masa lalu. 
 
Sesuai. Karena aset 
keuangan yang 
dievaluasi secara 
kolektif sudah 
diukur berdasarkan 
kerugian historis 
yang pernah 
dialami perusahaan. 
 
3. 
- Penghentian Pengakuan: 
“Entitas menghentikan 
pengakuan aset keuangan, 
jika dan hanya jika: 
(a) hak kontraktual atas 
arus kas yang berasal 
dari aset keuangan 
berakhir; atau 
(b) entitas mengalihkan 
aset keuangan yang 
memenuhi kriteria 
penghentian 
pengakuan.” 
 
Penghapusbukuan 
pinjaman yang diberikan 
ketika tidak terdapat lagi 
prospek yang realistis 
mengenai pengembalian 
pinjaman atau hubungan 
normal antara pihak BRI 
dan debitur telah 
berakhir. 
 
Sesuai. Karena BRI 
menghentikan 
pengakuan atas aset 
keuangan jika hak 
kontraktual tersebut 
telah berakhir. 
Sumber: Data Olahan 2018 
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Tabel 4.3 
Perbandingan Pengungkapan CKPN berdasarkan PSAK 60 (revisi 2016) 
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
 
No 
Berdasarkan 
PSAK 60 (revisi 2016) 
Berdasarkan Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Kesimpulan 
 
1. 
- Pengungkapan Akuntansi: 
Jika aset keuangan 
mengalami penurunan 
nilai karena kerugian 
kredit dan entitas mencatat 
penurunan nilai dalam 
akun terpisah (akun 
penyisihan kerugian) 
daripada langsung 
mengurangi jumlah 
tercatat aset keuangan, 
maka entitas 
mengungkapkan 
rekonsiliasi perubahan 
pada akun tersebut selama 
periode untuk setiap kelas 
aset keuangan. (par.16) 
 
 
Kerugian penurunan nilai 
yang terjadi diakui pada 
laporan laba rugi dan 
penghasilan 
komprehensif lain 
konsolidasian dan dicatat 
pada akun cadangan 
kerugian penurunan nilai 
sebagai pengurang 
terhadap aset keuangan 
yang dicatat pada biaya 
perolehan diamortisasi. 
 
Sesuai. Karena BRI 
telah mencatat 
kerugian penurunan 
nilai pada akun 
cadangan kerugian 
penurunan nilai 
sebagai pengurang 
aset keuangan yang 
dicatat berdasarkan 
biaya perolehan 
diamortisasi. 
2. - Pengungkapan Risiko: 
Entitas mengungkapkan 
informasi yang 
memungkinkan pengguna 
laporan keuangan untuk 
mengevaluasi sifat dan 
cakupan risiko yang 
timbul, terutama jika 
adanya risiko kredit yang 
mengharuskan pihak 
entitas untuk 
mengungkapkan informasi 
tentang eksposur terhadap 
risiko kredit berdasarkan 
kelas instrumen keuangan.   
 
Eksposur maksimum atas 
risiko kredit ditentukan 
berdasarkan nilai tercatat 
neto seperti yang 
diungkapkan pada 
laporan posisi keuangan 
konsolidasian. 
 
Sesuai. Karena 
pihak BRI sudah 
mengungkapkan 
adanya eksposur 
maksimum atas 
risiko kredit. 
Sumber: Data Olahan 2018 
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4.3.2 Perbandingan perlakuan CKPN pada PT. Bank Negara Indonesia 
(BNI) dengan standar yang digunakan 
Tabel 4.4 
Perbandingan Penyajian CKPN berdasarkan PSAK 50 (revisi 2016) 
dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 
 
No 
Berdasarkan 
PSAK 50 (revisi 2016) 
Berdasarkan Bank 
Negara Indonesia (BNI) Kesimpulan 
 
1. 
- Masalah Penyajian : 
“Penerbit keuangan pada 
saat pengakuan awal 
mengklasifikasikan 
instrumen tersebut atau 
komponennya sebagai 
liabilitas keuangan, aset 
keuangan, atau instrumen 
ekuitas sesuai dengan 
substansi perjanjian 
kontraktual dan definisi 
liabilitas keuangan, aset 
keuangan, dan instrumen 
ekuitas” (paragraf 15). 
 
Bank Negara Indonesia 
mengklasifikasikan aset 
keuangan dan liabilitas 
keuangannya berdasarkan 
beberapa kategori pada 
saat pengakuan awal. BNI 
menyajikan komponen 
pinjaman yang diberikan 
dan piutang ke dalam 
kategori aset keuangan. 
 
Sesuai. Karena baik 
menurut PSAK dan 
perusahaan, sudah 
sama-sama 
mengklasifikasikan 
instrumen keuangan 
tersebut pada saat 
pengakuan awal. 
Sumber: Data Olahan 2018 
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Tabel 4.5 
Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran CKPN berdasarkan 
PSAK 55 (revisi 2016) dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 
 
No 
Berdasarkan 
PSAK 55 (revisi 2016) 
Berdasarkan Bank 
Negara Indonesia (BNI) Kesimpulan 
 
1. 
- Pengakuan : 
Pada setiap akhir periode 
pelaporan, entitas 
mengevaluasi apakah 
terdapat bukti objektif 
bahwa aset keuangan atau 
kelompok aset keuangan 
mengalami penurunan 
nilai. Jika terdapat bukti 
tersebut, maka entitas 
menentukan jumlah 
kerugian dari penurunan 
nilai tersebut (paragraf 58). 
 
Pada setiap tanggal 
laporan posisi keuangan 
konsolidasian, BNI 
mengevaluasi apakah 
terdapat bukti obyektif 
bahwa aset keuangan 
yang tidak dicatat pada 
nilai wajar melalui 
laporan laba rugi telah 
mengalami penurunan 
nilai. 
 
Sesuai. Karena BNI 
telah mengevaluasi 
apakah terdapat 
bukti objektif 
bahwa aset 
keuangan telah 
mengalami 
penurunan nilai 
pada setiap tanggal 
pelaporannya. 
 
2. 
- Pengukuran : 
1. Secara Individu 
Penurunan nilai aset 
keuangan yang dicatat 
pada biaya perolehan 
diamortisasi diukur 
menggunakan suku 
bunga efektif awal 
instrumen tersebut 
karena pendiskontoan 
menggunakan suku 
bunga pasar yang 
berlaku akan berdampak 
seakan aset keuangan 
tersebut diukur 
berdasarkan nilai wajar 
dan bukan berdasarkan 
biaya perolehan 
diamortisasi. (paragraf 
63: PP84) 
 
 
Jumlah kerugian 
penurunan nilai diukur 
berdasarkan selisih 
antara nilai tercatat aset 
keuangan dengan nilai 
kini dari estimasi arus 
kas masa datang yang 
didiskontokan 
menggunakan tingkat 
suku bunga efektif awal 
dari aset keuangan 
tersebut. 
 
 
 
Sesuai. Karena baik 
menurut PSAK dan 
Perusahaan, 
penurunan nilai 
harus dicatat pada 
biaya perolehan 
diamortisasi dengan 
menggunakan suku 
bunga efektif. 
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Lanjutan Tabel 4.5 
No 
Berdasarkan 
PSAK 55 (revisi 2016) 
Berdasarkan Bank 
Negara Indonesia (BNI) Kesimpulan 
 2. Secara Kolektif 
Arus kas masa depan dari 
kelompok aset keuangan 
yang penurunan nilainya 
dievaluasi secara kolektif, 
diestimasi berdasarkan 
kerugian historis yang 
pernah dialami atas aset-
aset yang memiliki 
karakteristik risiko kredit 
yang serupa dengan 
karakteristik risiko kredit 
kelompok tersebut. 
(paragraf 64: PP89) 
 
 
Cadangan kerugian 
penurunan nilai atas 
pinjaman yang diberikan 
yang dinilai secara 
kolektif dihitung 
berdasarkan pengalaman 
kerugian historis. 
 
Sesuai. Karena aset 
keuangan yang 
dievaluasi secara 
kolektif sudah 
diukur berdasarkan 
kerugian historis 
yang pernah 
dialami perusahaan. 
 
3. 
- Penghentian Pengakuan: 
“Entitas menghentikan 
pengakuan aset keuangan, 
jika dan hanya jika: 
(a) hak kontraktual atas 
arus kas yang berasal 
dari aset keuangan 
berakhir; atau 
(b) entitas mengalihkan 
aset keuangan yang 
memenuhi kriteria 
penghentian 
pengakuan.” 
 
Pinjaman yang diberikan 
dihapusbukukan ketika 
tidak terdapat prospek 
yang realistis mengenai 
pengembalian pinjaman 
atau hubungan normal 
antara pihak BNI dan 
debitur telah berakhir. 
 
Sesuai. Karena BNI 
menghentikan 
pengakuan atas aset 
keuangan jika hak 
kontraktual tersebut 
telah berakhir. 
Sumber: Data Olahan 2018 
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Tabel 4.6 
Perbandingan Pengungkapan CKPN berdasarkan PSAK 60 (revisi 2016) 
dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 
 
No 
Berdasarkan 
PSAK 60 (revisi 2016) 
Berdasarkan Bank 
Negara Indonesia (BNI) Kesimpulan 
 
1. 
- Pengungkapan Akuntansi: 
Jika aset keuangan 
mengalami penurunan nilai 
karena kerugian kredit dan 
entitas mencatat penurunan 
nilai dalam akun terpisah 
(akun penyisihan kerugian) 
daripada langsung 
mengurangi jumlah tercatat 
aset keuangan, maka entitas 
mengungkapkan 
rekonsiliasi perubahan pada 
akun tersebut selama 
periode untuk setiap kelas 
aset keuangan (par 16). 
 
Kerugian penurunan nilai 
yang terjadi diakui pada 
laporan laba rugi dan 
dicatat pada akun 
cadangan kerugian 
penurunan nilai sebagai 
pengurang terhadap aset 
keuangan yang dicatat 
pada biaya perolehan 
diamortisasi. 
 
Sesuai. Karena BNI 
telah mencatat 
kerugian penurunan 
nilai pada akun 
cadangan kerugian 
penurunan nilai 
sebagai pengurang 
aset keuangan yang 
dicatat berdasarkan 
biaya perolehan 
diamortisasi. 
2. - Pengungkapan Risiko: 
Entitas mengungkapkan 
informasi yang 
memungkinkan pengguna 
laporan keuangan untuk 
mengevaluasi sifat dan 
cakupan risiko yang timbul, 
terutama jika adanya risiko 
kredit yang mengharuskan 
pihak entitas untuk 
mengungkapkan informasi 
tentang eksposur terhadap 
risiko kredit berdasarkan 
kelas instrumen keuangan 
(paragraf 36).   
 
Eksposur maksimum atas 
risiko kredit ditentukan 
berdasarkan nilai tercatat 
neto seperti yang 
diungkapkan pada 
laporan posisi keuangan 
konsolidasian. 
 
Sesuai. Karena 
pihak BNI sudah 
mengungkapkan 
adanya eksposur 
maksimum atas 
risiko kredit. 
Sumber: Data Olahan 2018 
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4.3.3 Perbandingan perlakuan CKPN pada PT. Bank Mandiri dengan 
standar yang digunakan 
Tabel 4.7 
Perbandingan Penyajian CKPN berdasarkan PSAK 50 (revisi 2016) 
dengan PT. Bank Mandiri 
 
No 
Berdasarkan 
PSAK 50 (revisi 2016) 
Berdasarkan 
Bank Mandiri Kesimpulan 
 
1. 
- Masalah Penyajian : 
“Penerbit keuangan pada 
saat pengakuan awal 
mengklasifikasikan 
instrumen tersebut atau 
komponennya sebagai 
liabilitas keuangan, aset 
keuangan, atau instrumen 
ekuitas sesuai dengan 
substansi perjanjian 
kontraktual dan definisi 
liabilitas keuangan, aset 
keuangan, dan instrumen 
ekuitas” (paragraf 15). 
 
Bank Mandiri 
mengklasifikasikan aset 
keuangan dan liabilitas 
keuangannya ke dalam 
beberapa kategori. Pihak 
manajemen menentukan 
klasifikasi tersebut pada 
saat awal pengakuannya. 
Bank Mandiri 
menyajikan komponen 
pinjaman yang diberikan 
dan piutang ke dalam 
kategori aset keuangan. 
 
Sesuai. Karena baik 
menurut PSAK dan 
perusahaan, sudah 
sama-sama 
mengklasifikasikan 
instrumen keuangan 
tersebut pada saat 
pengakuan awal. 
Sumber: Data Olahan 2018 
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Tabel 4.8 
Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran CKPN berdasarkan 
PSAK 55 (revisi 2016) dengan PT. Bank Mandiri 
 
No 
Berdasarkan 
PSAK 55 (revisi 2016) 
Berdasarkan 
Bank Mandiri Kesimpulan 
 
1. 
- Pengakuan : 
Pada setiap akhir periode 
pelaporan, entitas 
mengevaluasi apakah 
terdapat bukti objektif 
bahwa aset keuangan atau 
kelompok aset keuangan 
mengalami penurunan 
nilai. Jika terdapat bukti 
tersebut, maka entitas 
menentukan jumlah 
kerugian dari penurunan 
nilai tersebut. (paragraf 58) 
 
 
Pada setiap tanggal 
laporan posisi keuangan 
konsolidasian, Bank 
Mandiri mengevaluasi 
apakah terdapat bukti 
yang obyektif bahwa aset 
keuangan atau kelompok 
aset keuangan mengalami 
penurunan nilai. 
 
Sesuai. Karena 
Bank Mandiri telah 
mengevaluasi 
apakah terdapat 
bukti objektif 
bahwa aset 
keuangan telah 
mengalami 
penurunan nilai 
pada setiap tanggal 
pelaporannya. 
 
2. 
- Pengukuran : 
1. Secara Individu 
Penurunan nilai aset 
keuangan yang dicatat 
pada biaya perolehan 
diamortisasi diukur 
menggunakan suku 
bunga efektif awal 
instrumen tersebut 
karena pendiskontoan 
menggunakan suku 
bunga pasar yang 
berlaku akan berdampak 
seakan aset keuangan 
tersebut diukur 
berdasarkan nilai wajar 
dan bukan berdasarkan 
biaya perolehan 
diamortisasi. (paragraf 
63: PP84) 
 
 
Kerugian penurunan nilai 
diukur berdasarkan 
selisih antara nilai 
tercatat aset keuangan 
dengan nilai kini dari 
estimasi arus kas masa 
datang yang 
didiskontokan 
menggunakan tingkat 
suku bunga efektif awal 
dari aset keuangan 
tersebut. 
 
 
Sesuai. Karena baik 
menurut PSAK dan 
Perusahaan, 
penurunan nilai 
harus dicatat 
berdasarkan biaya 
perolehan 
diamortisasi dengan 
menggunakan suku 
bunga efektif. 
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Lanjutan Tabel 4.8 
No 
Berdasarkan 
PSAK 55 (revisi 2016) 
Berdasarkan 
Bank Mandiri Kesimpulan 
 2. Secara Kolektif 
Arus kas masa depan dari 
kelompok aset keuangan 
yang penurunan nilainya 
dievaluasi secara kolektif, 
diestimasi berdasarkan 
kerugian historis yang 
pernah dialami atas aset-
aset yang memiliki 
karakteristik risiko kredit 
yang serupa dengan 
karakteristik risiko kredit 
kelompok tersebut. 
(paragraf 64: PP89) 
 
 
Arus kas masa datang 
dari kelompok aset 
keuangan yang 
penurunan nilainya 
dievaluasi secara 
kolektif, diestimasi 
berdasarkan kerugian 
historis yang pernah 
dialami oleh Bank 
Mandiri. 
 
Sesuai. Karena aset 
keuangan yang 
dievaluasi secara 
kolektif sudah 
diukur berdasarkan 
kerugian historis 
yang pernah 
dialami perusahaan. 
 
3. 
- Penghentian Pengakuan: 
“Entitas menghentikan 
pengakuan aset keuangan, 
jika dan hanya jika: 
(a) hak kontraktual atas 
arus kas yang berasal 
dari aset keuangan 
berakhir; atau 
(b) entitas mengalihkan 
aset keuangan yang 
memenuhi kriteria 
penghentian 
pengakuan.” 
 
Aset keuangan dapat 
dihapusbukukan apabila 
cadangan kerugian 
penurunan nilai telah 
dibentuk 100% yang 
menandakan jika sudah 
benar-benar mengakui 
adanya kerugian 
penurunan nilai. 
 
Sesuai. Karena 
Bank Mandiri 
menghentikan 
pengakuan atas aset 
keuangan jika hak 
kontraktual tersebut 
telah benar-benar 
berakhir. 
Sumber: Data Olahan 2018 
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Tabel 4.9 
Perbandingan Pengungkapan CKPN berdasarkan PSAK 60 (revisi 2016)  
dengan PT. Bank Mandiri 
 
No 
Berdasarkan 
PSAK 60 (revisi 2016) 
Berdasarkan 
Bank Mandiri Kesimpulan 
 
1. 
- Pengungkapan Akuntansi : 
Jika aset keuangan 
mengalami penurunan 
nilai karena kerugian 
kredit dan entitas mencatat 
penurunan nilai dalam 
akun terpisah (akun 
penyisihan kerugian) 
daripada langsung 
mengurangi jumlah 
tercatat aset keuangan, 
maka entitas 
mengungkapkan 
rekonsiliasi perubahan 
pada akun tersebut selama 
periode untuk setiap kelas 
aset keuangan. 
 
 
Ketika kredit yang 
diberikan tidak tertagih, 
maka jumlah kerugian 
telah bisa ditentukan. 
Beban kerugian 
penurunan nilai yang 
terkait dengan kredit 
yang diberikan 
diklasifikasikan ke dalam 
akun pembentukkan 
cadangan kerugian 
penurunan nilai pada 
laporan laba rugi dan 
penghasilan 
komprehensif lain 
konsolidasian. 
 
Sesuai. Karena 
Bank Mandiri telah 
mencatat kerugian 
penurunan nilai 
pada akun cadangan 
kerugian penurunan 
nilai. 
2. - Pengungkapan Risiko: 
Entitas mengungkapkan 
informasi yang 
memungkinkan pengguna 
laporan keuangan untuk 
mengevaluasi sifat dan 
cakupan risiko yang 
timbul, terutama jika 
adanya risiko kredit yang 
mengharuskan pihak 
entitas untuk 
mengungkapkan informasi 
tentang eksposur terhadap 
risiko kredit berdasarkan 
kelas instrumen keuangan.  
 
Untuk aset keuangan 
dalam laporan posisi 
keuangan konsolidasian, 
eksposur maksimum atas 
risiko kredit ditentukan 
berdasarkan nilai tercatat 
seperti yang diungkapkan 
pada laporan keuangan 
konsolidasian. 
 
Sesuai. Karena 
pihak Bank Mandiri 
sudah 
mengungkapkan 
adanya eksposur 
maksimum atas 
risiko kredit. 
Sumber: Data Olahan 2018 
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4.4 Hasil Analisis Penerapan PSAK 50, 55, dan 60 atas CKPN Aset 
Keuangan pada Perbankan BUMN 
Setelah melakukan analisis berdasarkan perlakuan CKPN pada perusahaan 
dan berdasarkan buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), 
kemudian hasil analisis tersebut kembali diperbandingkan dengan menggunakan 
standar yang digunakan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), 
meliputi PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55: Instrumen 
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: 
Pengungkapan.  
Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh perusahaan 
perbankan meliputi BRI, BNI, dan Bank Mandiri, keseluruhannya sudah sesuai 
dengan standar akuntansi yang digunakan atau dengan kata lain ketiga perusahaan 
tersebut sudah menerapkan PSAK 50, 55, dan 60 atas Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai aset keuangan dengan baik dan benar. Dalam tabel 4.10 berikut 
ini, akan disajikan hasil dari analisis PSAK 50, 55, dan 60 atas CKPN Piutang 
pada Perbankan BUMN. 
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Tabel 4.10 
Analisis Penerapan PSAK 50, 55, dan 60 atas CKPN Aset Keuangan 
pada Perbankan BUMN 
 
No 
Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan 
(PSAK) 
BRI BNI Mandiri Kesimpulan 
 
1. 
PSAK 50 
- Masalah Penyajian 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
Semua 
Sudah 
Sesuai 
 
2. 
PSAK 55 
- Pengakuan 
- Pengukuran 
- Penghentian Pengakuan 
 
 
√ 
√ 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
Semua 
Sudah 
Sesuai 
 
3. 
PSAK 60 
- Pengungkapan Akuntansi 
- Pengungkapan Risiko 
 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
     √ 
Semua 
Sudah 
Sesuai 
Sumber: Data Olahan 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 5 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bagian 
pembahasan mengenai bagaimana analisis penerapan PSAK 50, 55, dan 60 atas 
cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pada perusahaan sektor 
perbankan BUMN, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mengenai cara penyajian cadangan kerugian penurunan nilai atas aset 
keuangan, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), 
dan Bank Mandiri, semuanya telah sesuai seperti yang tertera pada PSAK 
50: Instrumen Keuangan: Penyajian. 
2. Mengenai cara pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan 
nilai atas aset keuangan, baik Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara 
Indonesia (BNI), maupun Bank Mandiri, ketiga perbankan tersebut telah 
sesuai dengan aturan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan 
Pengukuran. 
3. Mengenai cara pengungkapan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset 
keuangan, baik itu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 
(BNI), maupun Bank Mandiri, ketiga perbankan tersebut telah 
mengungkapkan informasi yang sesuai seperti yang tertera pada PSAK 
60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. 
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5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder saja yaitu laporan 
keuangan. Sehingga informasi yang didapatkan tidak bisa terlalu mendalam 
seperti informasi yang didapatkan apabila menggunakan data primer yaitu dengan 
wawancara, survey ataupun observasi. 
5.3 Saran-saran 
1. Sebaiknya pihak Bank lebih memberikan informasi tentang bagaimana 
mekanisme perhitungan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai 
terutama mengenai besarnya nilai probability of default agar dalam penyajian 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada catatan atas laporan 
keuangan bank menjadi lebih informatif. 
2. Untuk penelitian berikutnya sebaiknya dapat menerapkan secara langsung 
rumus perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan 
memperoleh informasi secara langsung mengenai besarnya probability of 
default dan data kerugian historis bank atau jenis usaha lainnya. 
93 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Akun, Ismie Iswara., Karamoy, Herman., dan Kalalo, Meily. (2017). Analisis 
Penerapan PSAK 50 dan 55 Atas Impairment Piutang pada PT. Putra 
Karangetang. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 1091-1101 
 
Anggraeni, Monica Dian. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan 
Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Universitas 
Diponegoro Semarang. eprints.undip.ac.id/29742/1/Skripsi008.pdf  (29 Juli 
2018) 
 
Apryantho, Klau Victor. (2016) Analisis Penerapan Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai (PSAK 55). 
https://indonesianbankersclub.wordpress.com/2016/09/22/ analisis-
penerapan-cadangan-kerugian-penurunan-nilai-psak-55/ (27 Juli 2018) 
 
Bank Indonesia. 2008. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). 
https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2015/10/papi-2008-buku-1.pdf (25 
Februari 2018) 
 
Febriati, Ekaputri Ciptani. (2013). Analisis Penerapan PSAK 55 Atas Cadangan 
Kerugian Penurunan Nilai. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 207-
217 
 
Hilimi, Kurniawati dan Karamoy, Herman. (2015). Analysis of The 
Implementation of SFAS No. 55 on The Allowance for Impairment Losses At 
PT. Bank Sulut Manado. Jurnal EMBA 339 Vol.3 No.2 Juni 2015, Hal. 336-
344 
 
Hutabarat, Herry. (2015). Analisis Penghitungan Cadangan Kerugian Penurunan 
Nilai  Aset Keuangan, Sesuai PSAK 55/IAS 39 dan PBI, Atas Bank Umum 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Tahun 2013. 
 
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). SAK (Standar Akuntansi Keuangan). PSAK 
No. 50: Instrumen Keuangan: Penyajian. Jakarta: IAI. 
 
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). SAK (Standar Akuntansi Keuangan). PSAK 
No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta: IAI. 
 
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). SAK (Standar Akuntansi Keuangan). PSAK 
No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Jakarta: IAI. 
 
Immanuela, Intan. (2009). Adopsi Penuh dan Harmonisasi Standar Akuntansi 
Internasional. Jurnal Universitas Widya Mandala Madiun. 
 
94 
 
 
 
Juan, Ng eng., dan Wahyuni, E.T. (2012). Panduan Praktis Standar Akuntansi 
Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Junissa, Fatya. (2013). Analisis Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) Mengenai 
Penurunan Nilai Kredit di PT. Bank H. Tugas Akhir Universitas Indonesia. 
 
Kartikahadi, hans. dkk. (2012). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis 
IFRS. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Kasmir (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam. Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada. 
 
Khotmi, Herawati dan Kartini, Endang. (2015). Evaluasi Penerapan PSAK 50 Dan 
PSAK 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Kasus pada PT. 
Bank NTB). Jurnal Valid Vol. 12 No. 3, Juli 2015 : 333 – 339 
 
Kieso, Donald E., et al. (2008). Akuntansi Intermediate. Jakarta: Erlangga. 
 
Kountur, Rony S. (2003). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. 
Jakarta: CV. Taruna Grafika. 
 
Larasati, Agustina Dan Supatmi. (2014). Pengungkapan Informasi Aset Keuangan 
dan Impairment-nya di Perbankan Menurut PSAK 50 Dan 60. Seminar 
Nasional dan Call For Paper (Sancall 2014): Isbn: 978 602-70429-1-9 
Research Methods And Organizational Studies Hlm. 296-306 
 
Mandang, D.R.F., Poputra, Agus dan Kalalo, Meily. (2015). Perbandingan 
Penerapan SAK-Etap Dan PSAK 50 dan 55 Atas Penurunan Nilai 
(Impairment) Piutang pada PT. BPR Millenia. Jurnal Universitas Sam 
Ratulangi Manado. 
 
Martani, dwi. dkk. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. 
Jakarta: Salemba Empat. 
 
Pulumbara, D.C., Sondakh, J.J. dan Wangkar, Anneke. (2014). Analisis 
Penerapan PSAK 50: Penyajian dan PSAK 55: Pengakuan dan Pengukuran 
Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada PT. Bank Central Asia 
(Persero) Tbk. Jurnal Emba Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 1350-1358 
 
Saleh, Rachmat. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis Strategi. Vol.13. 
h. 67-80. 
 
Secarian, Muhammad Evan. 2012. Evaluasi Penerapan PSAK 55 Instrumen 
Keuangan: Pengakuan Dan Pengukuran Pada Penurunan Nilai dan Tidak 
95 
 
 
 
Tertagihnya Aset Keuangan, Perlakuan Akuntansi dan Nilai Perusahaan. 
Skripsi. http://eprints.undip.ac.id/36206/1/SECARIAN.pdf  (1 Februari 2018) 
 
Stice, Earl K., et al. (2009). Akuntansi Keuangan Intermediate Accounting. 
Jakarta: Salemba Empat. 
 
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. 
 
________. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung: CV Alfabeta. 
 
Widodo. (2013). Analisis Dampak Implementasi PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) 
atas Impairment Kredit Terhadap Industri Perbankan. Jurnal Universitas 
Indonesia. 
 
Wondal, J.R., Saerang, D.P.E., dan Tirajoh, V.Z. Analisis Penerapan PSAK 50 
Dan 55 Atas Penurunan Nilai (Impairment) Piutang pada PT. Clipan Finance 
Indonesia Tbk.  Jurnal Emba Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.118-128 
 
Yusuf, A. Muri. (2014). Metode Peneltian; Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 
Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group. 
96 
 
 
 
LAMPIRAN 
Lampiran 1 
 
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
NAMA  : ANDRI NURRAHMAN 
NIM   : 14.51.2.1.110 
JURUSAN/PRODI : AKUNTANSI SYARIAH 
FAKULTAS  : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
 
Terkait penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAK 50, 55, 
DAN 60 ATAS CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET 
KEUANGAN (Studi pada Perusahaan Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar 
dalam BEI)” 
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan 
penelitian dan pengambilan data dari Bursa Efek Indonesia dan website 
perusahaan Sektor Perbankan. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi 
ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya 
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 
Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
 
 
Surakarta,  24 Januari 2019 
 
 
 
       Andri  Nurrahman 
 
97 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Bukti Kutipan Catatan Atas Laporan Keuangan 
 
1. Bukti Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
a. Penyajian CKPN berdasarkan PSAK 50 
 
b. Pengakuan dan Pengukuran CKPN berdasarkan PSAK 55 
1) Pengakuan 
 
 
 
98 
 
 
 
 
2) Pengukuran 
a) Secara Individu 
 
b) Secara Kolektif 
 
 
 
 
 
 
 
99 
 
 
 
 
3) Penghentian Pengakuan 
 
c. Pengungkapan CKPN berdasarkan PSAK 60 
1) Pengungkapan Akuntansi 
 
2) Pengungkapan Risiko 
 
 
 
100 
 
 
 
 
2. Bukti Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 
a. Penyajian CKPN berdasarkan PSAK 50 
 
b. Pengakuan dan Pengukuran CKPN berdasarkan PSAK 55 
1) Pengakuan 
 
 
101 
 
 
 
 
2) Pengukuran 
a) Secara Individual 
 
b) Secara Kolektif 
 
 
 
102 
 
 
 
 
3) Penghentian Pengakuan 
 
c. Pengungkapan CKPN berdasarkan PSAK 60 
1) Pengungkapan Akuntansi 
 
 
103 
 
 
 
 
2) Pengungkapan Risiko 
 
 
3. Bukti Laporan Keuangan PT. Mandiri 
a. Penyajian CKPN berdasarkan PSAK 50 
 
b. Pengakuan dan Pengukuran CKPN berdasarkan PSAK 55 
1) Pengakuan 
 
 
 
104 
 
 
 
 
2) Pengukuran 
a) Secara Individual 
 
b) Secara Kolektif 
 
 
 
 
 
105 
 
 
 
 
3) Penghentian Pengakuan 
 
c. Pengungkapan CKPN berdasarkan PSAK 60 
1) Pengungkapan Akuntansi 
 
2) Pengungkapan Risiko 
 
 
 
106 
 
 
 
Lampiran 3 
Jadwal Penelitian 
No 
Bulan November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 
Tahun 2017 2018 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
        
    
                  x x x 
  
  
   
x x         
2 Konsultasi   x 
  
x 
 
            x     X 
 
          x     x           
 
3 
Seminar 
Proposal                                                                 
4 
Pengumpulan 
Data                                                                 
5 Analisis Data 
                                                                
6 
Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi                                                                 
7 Pendaftaran 
Munaqosah                                                                 
8 Munaqosah                                                                 
9 
Revisi 
Skripsi                                                                 
                                  
107 
 
 
 
 
No 
Bulan Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari 
Tahun 2018 2019 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
  
 
X x                                                         
2 Konsultasi 
 
x   
 
    x   x             x     x   
 
    x     
 
          
3 
Seminar 
Proposal 
              
 
        x                                       
4 
Pengumpulan 
Data 
                
    
  x x x 
 
                              
5 Analisis Data                                 
  
x x x x                     
6 
Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                                          
 
x x x x             
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
                                                      x         
8 Munaqosah                                                         
 
x     
9 
Revisi Skripsi 
                                                          
 
x x 
108 
 
 
 
Lampiran 4 
Daftar Riwayat Hidup 
Nama   : Andri Nurrahman 
Alamat  : Jl. Menco XIV No. 7 RT/RW: 04/10, Gonilan, Kartasura, 
Sukoharjo. 
Tempat, Tgl. Lahir : Bulungan, 5 April 1996 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Islam 
Email   : andrinurrahman88@gmail.com 
Pendidikan  : 
1. SD N Karanganyar V, Indramayu (2002-2004) 
2. SD N Dukuhan Kerten, Surakarta (2004-2008) 
3. SMP N 2 Surakarta   (2008-2011) 
4. SMA N 2 Surakarta   (2011-2014) 
5. IAIN SURAKARTA   (2014-2019) 
